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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan 

berkelanjutan dalam pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) 

merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika 

Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud untuk 

menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 

2020-2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 

(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan 

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. 

Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan 

program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan 

dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam 

penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi 

Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil 

pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun. 

 

1.2 Landasan Hukum 

 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 



 

 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
 

8. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 
 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 
 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 



 

 

Indonesia Tahun  2011  Nomor  25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 
 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5941); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal; 
 



 

 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6224); 
 

30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-

2019; 
 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar 

Pelayanan Minimal; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 
 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah; 
 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 
 
 



 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

 

Maksud penyusunan Penetapan Rencana Strategis Dinas 

Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan 

Talaud Tahun 2020-2025 sebagai tindaklanjut telah ditetapkannya 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Kepulauan Talaud Tahun 2020 - 2025. 

 

Tujuan penyusunan penetapan Rencana Strategis Dinas 

Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan 

Talaud Tahun 2020 - 2025: 

 

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, 

permasalahan dan kondisi capaian pelayanan dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 

2. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai 

pedoman tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan; 

3. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi 

serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan 

penyusunan Program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.   

     

  1.4. Sistematika Penulisan 

 

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan 

Statistik tahun 2020-2025 secara garis besar disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

 

Bab I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

 

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Perangkat Daerah 

 



 

 

Bab III  PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Terpilih 

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra 

Provinsi Sulawesi Utara 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis  

 

Bab IV  TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat 

Daerah 

Bab V  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Bab VI  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN  

 

Bab VII  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

 

Bab VIII PENUTUP 

 

 



 

 

 

BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 menyatakan bahwa Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud 

merupakan unsur pelaksana Urusan pemerintahan di bidang 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan yang berada di bawah dan bertanggung-

jawab pada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Daerah 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Persandaian 

dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan 

Statistik; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan 

Statistik; 

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Komunikasi, 

Informatika dan Statistik  

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Berikut ini adalah rincian Tugas Pokok dan Fungsinya:  

1. Kepala Dinas  

Kapala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai 

tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, 

menetapkan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi 

pelaksaaan tugas dan fungsi Dinas. 

(1)  Rincian Tugas Kepala Dinas:  

a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;  

b. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana 

pembangunan dan pengembangan komunikasi dan 

informatika di Daerah;   



 

 

c. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai 

dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;   

d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan program, kesekretariatan, sarana 

komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta 

pengolahan data elektronik;  

e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada 

Bupati mengenai komunikasi dan Informatika sebagai bahan 

penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;  

f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan 

Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;  

g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan   kebijakan;  

h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, 

pelaksanaan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang 

meliputi kesekretariatan, sarana komunikasi dan diseminasi 

informasi, telematika, serta pengolahan data   elektronik;    

i. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana 

Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;  

j. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan umum komunikasi dan 

informatika;  

k. menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan;  

l. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi 

Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam 

Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota; 

m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;  

n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya.  

 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam 

melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit 

organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas berkedudukan 

dibawah dan bertanggung-jawab kepada kepala dinas. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretariat 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran di 

bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian; 



 

 

b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, ke rumah tanggaan, 

kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; 

c. Penataan organisasi dan tata laksana; 

d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan; 

e. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); 

f. Pengkoordinasian rencana program dan rencana kerja 

anggaran Dinas; 

g. Pelaksanaan pembuatan dan penyusunan Standar Pelayanan 

Publik, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional 

Prosedur Dinas; 

h. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas; 

i. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

j. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan 

Keterangan Pertanggung-jawaban Bupati; 

k. Penghimpunan data dan informasi dinas. 

Sekretariat membawahi:  

I. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; 

II. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada sekretaris dinas. 

I. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi 

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi 

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi 

penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan 

administrasi keuangan, pengelolaan barang milik   daerah (BMD) serta 

sarana program dilingkungan dinas. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 

12, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi 

melakasanakan tugas berikut: 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

Perencanaan Keuangan dan Evaluasi; 

b. Menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan 

penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Sub Bagian 

Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan Rencana 

Kerja Anggaran (RKA) Dinas; 



 

 

d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas; 

e. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan urusan Perencanaan dan Keuangan; 

f. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan kegiatan sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan 

Evaluasi; 

g. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta 

petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Perencanaan, 

Keuangan dan Evaluasi; 

h. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi 

di lingkungan dinas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan serta 

anggaran dinas; 

i. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, 

perumusan system dan prosedur, tata hubungan kerja, serta 

permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana; 

j. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub 

Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;  

k. Menyiapkan bahan dan meneliti kelengkapan surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi 

keuangan Dinas; 

m. Menyiapkan bahan dan memverifikasi harian atas penerimaan; 

n. Menyiapkan bahan dan melaksaaan akuntansi Dinas; 

o. Menyiapkan bahan menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 

p. Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggung-jawaban keuangan 

Dinas; 

q. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program Dinas; 

r. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja Dinas; 

s. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan prognosis realisasi 

anggaran pendapatan dan belanja Dinas; 

t. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, Inventarisasi, 

pemeliharaan sarana prasarana kantor; 

u. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang 

Perencanaan dan Keuangan; 

v. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian di bidang Perencanaan dan Keuangan; 

w. Mengelola Barang Milik Daerah dalam penguasaan Dinas; 

x. Menyiapakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub 

bagian; 



 

 

y. Menyiapkan bahan Laporan kinerja program sub bagian; 

z. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKj.IP) Badan dan Kabupaten, menyiapkan bahan 

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Bupati 

serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

aa. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik  

secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh  

sekretaris sesuai  dengan  wewenang  bidang tugasnya. 

II.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala 

sub bagian mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan 

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan 

pemberian bimbingan di bidang umum dan kepegawaian. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas 

sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Umum 

dan Kepegawaian; 

b. Menyiapkan bahan rencana program dan rencana kerja anggaran 

(RKA) dibidang Umum dan Kepegawaian; 

c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

Umum dan Kepegawaian; 

d. Melasanakan urusan surat - menyurat, kearsipan, kepustakaan, 

dokumentasi, keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas; 

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, Inventarisasi,   

pemeliharaan sarana prasarana kantor; 

f. Menyiapkan bahan dan menghimpun peraturan perundang-

undangan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik; 

g. Menyiapkan bahan pelaksaaan urusan rumah tangga dan 

perlengkapan; 

h. Menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan 

informasi Dinas; 

i. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

j. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian di bidang 

Umum dan Kepegawaian; 

k. Menyiapakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub 
bagian; 

l. Menyiapkan bahan Laporan kinerja program sub bagian; 



 

 

m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

n. Melakasanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan 

dan ketertiban kantor; 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh  kepala 

dinas sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

 

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh 

seorang kepala Bidang  mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah kabupaten, 

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 

pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan 

media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan 

media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan 

penyediaan akses informasi di kabupaten. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang Pengelolaan Informasi 

dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:  

a.  Penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja anggaran 

(RKA) di bidang Pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup 

pemerintah kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung 

kebijakan nasional dan pemerintah kabupaten, penyediaan konten 

lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan 

informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di 

Kabupaten; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan opini 

dan aspirasi publik lingkup pemerintah kabupaten, pengelolaan 

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah 

kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan 

media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan 

penyediaan akses informasi di Kabupaten; 

c. Penyiapan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 

(NSPK) penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik 

lingkup pemerintah kabupaten, pengelolaan informasi untuk 

mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kabupaten, 



 

 

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi 

publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, 

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan 

penyediaan akses informasi di Kabupaten; 

d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang Pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah 

kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan 

nasional dan pemerintah kabupaten, penyediaan konten lintas 

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan 

informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di 

Kabupaten; 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan opini dan 

aspirasi publik lingkup pemerintah kabupaten, pengelolaan informasi 

untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kabupaten, 

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi 

publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, 

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan 

penyediaan akses informasi di Kabupaten; 

f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran bidang; 

g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program bidang;  

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

sebagaimana dimaksud, berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab 

kepada kepala dinas. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pulblik 

sebagaimana dimaksud terdiri dari: 

I. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; 

II. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; 

III. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media. 

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang kepala 

seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada kepala 

bidang. 

I. Seksi Pengelolaan Informasi Publik 

Seksi Pengelolaan Informasi Publikdipimpin oleh seorang kepala 

seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, 



 

 

Standar, Prosedur dan Kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi 

pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, serta 

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 

pemerintah daerah. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi 

Pengelolaan Informasi Publik melaksanakan tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran (RKA) seksi Pengelolaan Informasi Publik; 

   b. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media   

massa dan sosial); 

   c. Melakukan pengumpulan pendapat umum (survei, jejak pendapat); 

   d. Melakukan pengolahan aduan masyarakat;  

   e. Membuat standarisasi pertukaran infrmasi untuk database 

informasi lintas sektoral;  

f. Melakukan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral 

lingkup nasional dan Kabupaten; 

  d. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

seksi Pengelolaan Informasi Publik;     

e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 

dengan tugasnya; 

II. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; 

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publikdipimpin oleh seorang kepala 

seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, 

Standar, Prosedur dan Kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan 

supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi 

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi 

publik dan penyediaan akses informasi pemerintah daerah. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi 

Pengelolaan Komunikasi Publikasi melaksanakan tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran (RKA) seksi Pengelolaan Publikasi Publik; 

b. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan 

citra pemerintah daerah; 

c. Melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten 

lokal; 

d. Membuat konten lokal; 

e. Melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah 

daerahpemerintah daerah /media internal;  

f. Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media 

pemerintah daerah; 



 

 

g. Melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi 

media dan lembaga komunikasi publik; 

h. Melakukan pengembangan sumber daya komunikasi publik di 

kabupaten; 

i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

seksi; 

j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 

dengan tugasnya. 

III. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media. 

Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Mediadipimpin 

oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang 

dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, dan pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan terkait fungsi Pelayanan Informasi Publik serta layanan 

hubungan media pemerintah daerah. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi 

Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media melaksanakan tugas 

sebagai berikut: 

a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran (RKA) seksi Pengelolaan Publikasi Publik dan hunbungan 

media; 

b. Menyelenggarakan layanan Pengolahan Informasi publik untuk 

implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik; 

c. Menyelenggarakan layanan informasi publik; 

d. Menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat; 

e. Melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media 

relations); 

f. Melaksanakan penyiapan bahan komunikasi pimpinan daerah 

/Bupati dan Wakil Bupati (briefing notes, press release, 

backgrounders), kabupaten; 

g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

seksi; 

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 

dengan tugasnya. 

 

4. Bidang Penyelenggaraan E-Government 

Bidang Penyelenggaraan Electronic Government (e-Government) 

dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas membantu kepala  

dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 



 

 

kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), 

pemberian bimbingan teknis  dan suprvisi serta  pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster 

recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet, dan 

pengembangan akses internet, layanan system komunikasi intra 

pemerintah daerah, layanan keamanan informasi e-Government, layanan 

manajemen data dan informasi e-Goverment, layanan pengembangan dan 

pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, 

integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem 

TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain 

bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan pemerintah daerah. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang Penyelenggaran e-

Goverment menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja anggaran 

(RKA) di bidang Penyelenggaran e- Government;  

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur 

dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan 

pengembangan intranet, dan penggunaan akses internet, layanan sistem 

komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi; 

c. e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, 

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik 

serta suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah 

daerah, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah daerah dan 

masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten; 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastrukutr 

dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan 

pengembangan intranet, dan penggunaan akses internet, layanan sistem 

komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi 

e-Government, layanan manajemen data dan   informasi e-Government;  

e. Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik 

serta suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah 

daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan 

masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten; 



 

 

f. Penyiapan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 

(NSPK) penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data 

center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet, 

dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra 

pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, 

layanan manajemen data dan informasi e-Goverment, layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik serta 

suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah 

daerah, pengembangan sumber  sub domain bagi lembaga, pelayanan 

publik dan kegiatan Kabupaten; 

g. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang  

layanan ifrastruktur dasar data center, disaster recovery center  dan TIK, 

layanan pengembangan intranet, dan penggunaan akses internet, 

layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan 

keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan 

informasi e-Goverment, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi 

generik danspesifik serta suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan 

publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah 

daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan 

masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;  

h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastrukutr 

dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan 

pengembangan intranet, dan penggunaan akses internet, layanan sistem 

komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, 

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik 

serta suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah 

daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan 

masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten; 

a) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran bidang; 

b) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program bidang;  

c) Menyampaikan saran   dan   pertimbangan   kepada atasan baik 

secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 



 

 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Kepala Bidang Penyelenggaran e-Government sebagaimana dimaksud, 

berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab kepada kepala dinas. 

Bidang Penyelenggaran e- Government sebagaimana dimaksud terdiri dari: 

I. Seksi Infrastruktur dan Teknologi; 

II. Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasi; 

III. Seksi Layanan e-Goverment. 

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang 

kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada 

kepala bidang. 

I. Seksi Infrastruktur dan Teknologi 

Seksi infrastruktur dan teknologidipimpin oleh seorang kepala 

seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, 

Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait 

fungsi layanan infrastrukturdasar data center, disaster recovery center 

dan TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet layanan system komunikasi intra pemerintah daerah, layanan 

keamanan informasi e-government di Kabupaten. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi 

infrastruktur dan teknologi melaksanakan tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran (RKA) seksi infrastruktur dan teknologi; 

b. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan 

Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) layanan 

pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e- Goverment; 

c. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam 

pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government 

Cloud Computing ; 

d. Menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah 

dan public, layanan filtering konten negatif; 

e. Menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah; 

f. Menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan sarana 

komunikasi pemerintah; 

g. Menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan 

system komunikasi oleh aparatur pemerintahan;  

h. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;  

i. Menyelenggarakan layanan penanganan insiden keamanan 

informasi;  



 

 

j. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia di bidang keamanan informasi;  

k. Menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada system 

elektronik pemerintah daerah;  

l. Pelaksanaan audit TIK; 

m. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;   

n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

seksi; 

o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 

dengan tugasnya. 

II. Seksi Pengembangan, Pengelolaam Data dan Aplikasi 

Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasidipimpin 

oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang 

dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK),dan 

pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Layanan manajemen data dan 

informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi, integrasi 

layanan publik  dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK 

Smart City di Kabupaten. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala 

Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasi melaksanakan 

tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran (RKA) seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan 

Aplikasi; 

b. Melaksanakan penetapan standar format data  dan informasi, wali 

data dan kebijakan; 

c. Melaksankan layanan recovery data dan informasi; 

d. Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan 

dan non pemerintahan; 

e. Melaksanakan layanan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam 

pemanfaatan system informasi pemerintahan dan system informasi 

publik; 

f. Melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan 

pelayanan publik yang terintegrasi; 

g. Melaksanakan layanan pemeliharaan apliksi kepemerintahan dan 

publik; 

h. Melaksanakan layanan interoperabilitas; 



 

 

i. Melaksanakan layanan interkonektivitas layanan publik dan 

kepemerintahan; 

j. Melaksanakan layanan Pusat Application Programm Interface (API) 

daerah; 

k. Melaksanakan layanan pengembangan Bussines Process 

Reengineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non 

pemerintah (Stakeholder Smart City); 

l. Melaksanakan layanan system Informasi Smart City; 

m. Melaksanakan layanan Interaktif pemerintah dan masyarakat; 

n. Melaksanakan layanan penyediaan prasarana dan sarana 

pengendalian Smart City; 

o. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

seksi ; 

p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 

dengan tugasnya. 

 

III.  Seksi Layanan e-Government 

Seksi Layanan Government dipimpin oleh seorang kepala seksi 

mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, 

Prosedur dan Kriteria (NSPK), dan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi 

layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah 

daerah dan masyarakat, layanan nama domain  dan sub domain bagi 

lembaga, pelayanan public dan kegiatan kabupaten. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi 

Layanan Goverment melaksanakan tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran (RKA) seksi Pengelolaan Publikasi Publik; 

b. Menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan 

terpadu implementasi e- Government Kabupaten;  

c. Menyelenggarakan layanan koordinasi kerjasama lintas Organisasi 

Perangkat Daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah 

pusat serta non pemerintah;  

d. Menyelenggarakan layanan layanan integrasi pengelolaan TIK dan 

e-government Pemerintah daerah;  

e. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan 

sertifikasi teknis bidang TIK;  

f. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat 

dalam implementasi e- government dan Smart City; 



 

 

g. Melaksanakan promosi pemanfaatan layanan Smart City; 

h. Menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub 

domain instansi penyelenggara Negara bagi kepentingan 

kelembagaan, pelayanan public dan kegiatan pemerintahan; 

i. Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah pusat; 

j. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam 

pengelolaan domain, portal website; 

k. Menetapkan perubahan nama pejabat domain; 

l. Menetapkan perubahan nama domain dan sub domain; 

m. Menetapkan tata kelola domain dan sub domain; 

n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

seksi; 

o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 

dengan tugasnya. 

 

5. Bidang Statistik dan Persandian 

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang kepala Bidang 

mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis  

dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik 

dan Persandian. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang Statistik dan Persandian 

menyelenggarakan fungsi:  

a.   Penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja 

anggaran (RKA) di bidang Statistik dan Persandian;  

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang statistik dan 

persandian; 

c.   Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan 

persandian; 

d.   Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang;  

e.   Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan 

persandian; 

f.   Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang; 

g.   Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;  

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara  

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

i.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 



 

 

Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud, 

berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab kepada kepala dinas. 

Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud terdiri dari: 

I. Seksi Statistik Daerah; 

II. Seksi Pembangan data dan Kerjasama; 

III. Seksi Persandian. 

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksuddipimpin oleh seorang kepala 

seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada kepala 

bidang. 

 

I.  Seksi Statistik Daerah 

Seksi Statistik daerah dan Kemitraan dipimpin oleh seorang 

kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam 

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di 

bidang Satistik daerah dan kemitraan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, 

Kepala Seksi Statistik daerah dan Kemitraan melaksanakan tugas 

sebagai berikut: 

a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran (RKA) seksi Statistik daerah dan kemitraan; 

b. Memfasilitasi mitra kerja dalam penyusunan kabupaten dalam 

Angka; 

c. Memfasilitasi mitra kerja dalam penyusunan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB);   

d. Memfasilitasi mitra kerja dalam penyusunan Indeks Kemahalan 

Konstruksi (IKK);   

e. Memfasilitasi mitra kerja dalam penyusunan statistik daerah lainya 

sesuai kebutuhan daerah;   

f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

seksi; 

g. Menyusun laporan realisasi anggaran seksi; 

h. Menyusun laporan kinerja program seksi;  

i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara  

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 

dengan tugasnya. 

 

 

 



 

 

II.   Seksi Pengembangan Data 

Seksi Pengembangan Data dan kerjasama dipimpin oleh seorang 

kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam 

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengembangan data. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, 

Kepala Seksi Pengembangan Data dan kerjasama melaksanakan tugas 

sebagai berikut: 

a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran (RKA) seksi Pengembangan Data dan kerjasama; 

b. Melaksanakan layanan data dan informasi pemerintah daerah; 

c. Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik; 

d. Melaksanakan layanan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam 

pengembangan dan pemanfaatan data; 

e. Melaksanakan layanan pengembangan aplikasi dan pelayanan 

publik di bidang pemanfaatan data; 

f. Menyusun laporan realisasi anggaran seksi; 

g. Menyusun laporan kinerja program seksi;  

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara  

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

seksi ; 

j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 

dengan tugasnya. 

 

III.  Seksi Persandian 

Seksi Persandian dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas 

membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi 

layanan persandian skala kabupaten. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi 

Persandian melaksanakan tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran (RKA) seksi Persandian; 

b. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan persandian; 

c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan kegiatan seksi; 



 

 

d. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta 

petunjuk teknis yang berkaitan dengan persandian; 

e. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

seksi; 

f. Menyusun laporan realisasi anggaran seksi; 

g. Menyusun laporan kinerja program seksi;  

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan   kepada   atasan baik 

secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 

dengan tugasnya. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   

STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                            

 

 

  



 

 

2.2  Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 

 

  Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Komunikasi, Informatika 

Dan Statistik didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana 

yang memadai. 

 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 

 

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud sampai dengan bulan 

November 2020, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 23 

(dua puluh tiga) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 

sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, Tenaga Harian Lepas (THL) 

Administrasi sebanyak 2 (dua) orang dan Tenaga kebersihan sebanyak 2 

(dua) orang. 

Tabel 2.1 
 

Jumlah Pegawai Menurut Golongan 

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud 

 Tahun 2020 

 

 

No. 
JENIS 

KELAMIN 

GOLONGAN ASN 

THL TOTAL 

I II III IV 

1. PEREMPUAN - 1 8 3 2 14 

2. LAKI-LAKI - 3 10 1 4 18 

 JUMLAH 0 4 18 4 6 32 

 

 

 

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 26 (dua puluh 

enam) orang, Tenaga Harian Lepas (THL) Administrasi sebanyak 4 

(empat) orang dan Tenaga kebersihan sebanyak 2 (dua) orang sehingan 

jumlah pegawai yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan 

Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 32 (tiga puluh dua) 

orang, yang berjeniskelamin perempuan 14 Orang dan Laki-laki 18 

Orang.  

 



 

 

Tabel 2.2 
 

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud 

 Tahun 2020 

 

No. 
JENIS 

KELAMIN 

PENDIDIKAN PEGAWAI 

TOTAL 

SMP SMA/SMK D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3 

1. PEREMPUAN 1 2 1 8 1 1 14 

2. LAKI-LAKI 1 5 2 10 0 0 18 

 JUMLAH 2 7 3 17 1 1 32 

 

Dalam pelaksanaan Pekerjaan sehari-hari Dinas Komunikasi Informatika 

dan Statistik Kabupaten kepulauan Talaud dengan tingkat pendidikan 

yang terdiri dari pendidikan SMP yaitu Tenaga Kebersihan, pendidikan 

SMA merupakan staf yang membantu dalam teknis dan administrasi 

kominfo dan Pendidikan Diploma yang membantu dalam Teknis 

programmer TIK dan Stas Perencana. Pendidikan S1 sebagian memiliki 

teknis Serjana komunikasi dan Informatika. Magister 1 orang merupakan 

Magister Ekonomi Akuntansi dan pendidikan S3 adalah Doktor 

Administrasi Publik. 

 

2.2.2 Sarana dan Prasarana 

 

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan 

Statistik. Adapun Rekapitulsi barang dan inventaris kantor yang tercatat 

sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat sebagai 

berikut: 

    

 

TABEL 2.2.1 

JUMLAH ASSET DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD   

 

No  
Pembidangan Barang  Jumlah  Satuan  Keterangan  

1.  Meja Kayu 8  Unit    

2.  Kursi Kayu  5 Buah  



 

 

3.  Kursi Plastik 34 Buah   

4.  Lemari Kayu 2 Pintu 2 Buah   

5.  Meja Pimpinan 1 Buah   

6.  Meja Biro 2 Buah   

7.  Meja Setengah Biro 12 Buah   

8.  Kursi Pimpinan 2 Buah   

9.  Kursi/Meja Tamu 1  Set  

10.  Lemari Kayu 3 Pintu 3 Buah  

11. Meja Rapat 4   

12. Mobil Dinas 1   

13. Kursi Rapat 20   

 Jumlah   70 Unit  

 

 

  

TABEL 2.2.2 

JUMLAH PERANGKAT KERAS KOMPUTER 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

 

No. Jenis Perangkat Jumlah Satuan Ket. 

1 2 3 4 5 

1. PC. Komputer   0 Unit  

2. 
PC. Komputer  untuk 

Pimpinan Eksekutif 
0 Unit  

3. Router 0 Unit  

4. Server 0 Unit  

5. PC. Komputer  untuk Kabid 3 Unit  

6. 
PC. Komputer  untuk 

Sekretaris 
0 Unit  

7. 
PC. Komputer  untuk Kasi & 

Kasubag 
1 Unit  

8. PC. Komputer  untuk Staf 1 Unit  

9. Laptop 4 Unit  

10. Wavelan 0 Unit  

 



 

 

 

TABEL 2.2.3 

JUMLAH PERANGKAT LUNAK KOMPUTER 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  

 

No.  Nama Software  Jumlah  Satuan Ket 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

TABEL 2.2.4 

JUMLAH SARANA PENDUKUNG   

 

No.  Nama Barang  Jumlah  Satuan Ket.  

1.   LCD  2 Unit   

2.   Brankas 1 Buah  
Dioperasionalkan Subag 

Keuangan 

3.   Camera Profesioal 1 Buah  Dioperasionalkan Bidang IKP 

4.   Camera Digital  2 Buah   

8.   UPS  - Unit   

9.   Printer  5 Unit  

Dioprerasionalkan 

Sekretariat, Bidang E 

Goverment, Bidang IKP, 

Bidang Statistik 

10.  Scanner  - Unit   

11.  Switch antenna   Unit   

12.  Stabilizer   Unit   

 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 

 

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

pada lingkup, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, 

Statistik dan Persandian sebelumnya di jalankan oleh 4 (empat) OPD 

yaitu: 

 



 

 

 

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan 

Talaud (Bidang Komunikasi dan Informatika); 

2. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Talaud; 

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Talaud (Bidang Statistik; 

4. Bagian Umum (Bidang Sandi dan Telekomunikasi). 

 

 

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik kewenangan Bidang Komunikasi dan 

Informatika pada keempat OPD tersebut berpindah ke Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik. 

 

 

1. Urusan Komunikasi dan Informatika 
 

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan 

untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat 

berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah 

dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal 

tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya 

peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat 

untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. 

Tabel 2.3 

Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi,Informatika Dan Statistik 
 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2024 

 

No. 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 
URUSAN/INDIKATOR 

KINERJA 
PEMBANGUNAN 

DAERAH 

TAHUN  

2017 

TAHUN  

2018 

TAHUN  

2019 

1 2 3 4 5 

II 
ASPEK PELAYANAN 

UMUM 

   

B 

Urusan Pemerintahan 
Wajib Bukan Pelayanan 

Dasar 
   

15 
Komunikasi dan 

Informatika 

   

1 
Jumlah jaringan 

komunikasi 
2/2 2/2 2/2 

2 
Website  milik 

Pemerintah Daerah 
- ada ada 



 

 

3 
Jumlah Menara 

Telekomunikasi 
83% 84% 85% 

4 

Jumlah Kelompok 
Informasi Masyarakat 
(KIM)  di tingkat 
kecamatan 

 

20% 

 

45% 

 

47,36% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

1. Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan 

komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. 

Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan 

komunikasi yang berada dalam wilayah suatu Pemerintah 

Daerah. 
 

Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu 

jaringan atau sebaliknya, beberapa operator dapat 

menggunakan hanya satu jaringan telekomunikasi di 

pemerintah daerah. 

 

Jumlah jaringan telepon seluler yang ada di Kabupaten 

Kepulauan Talaud sebanyak 2 (dua) operator yaitu Telkom, 

Telkomsel. Sedangkan jumlah jaringan stasioner (Stasiun 

jaringan/Kantor Operator Seluler) di Kabupaten Kepulauan 

Talaud ada 1 yaitu: Telkom . 

 

Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka 

menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas 

jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam 

menyelenggarakan pemerintahan daerah. 



 

 

Semakin meningkatnya ketersediaan fasilitas jaringan 

internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai 

pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan akses internet bagi masyarakat dengan 

adanya wifi gratis dari Pemerintah. 

 

2. Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di Daerah 

maupun Nasional di Daerah maka menggambarkan semakin 

besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa 

berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam 

menyelenggarakan Pemerintah Daerah. 
 

3. Website milik Pemerintah Daerah ada yaitu: 

www.talaudkab.go.id 
 

4. Jumlah Media Elektronik milik Pemerintah Daerah sampai 

dengan tahun 2019 terdapat 1 (satu) Media, yaitu:  Website. 
 

5. Jumlah Menara Telekomunikasi pada Tahun 2019 di 

Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat 26 menara mengalami 

kenaikan dikarenakan adanya penambahan penempatan 

menara telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Talaud. 

 

 

2. Urusan Statistik 
 

 Untuk urusan bidang Statistik. Perkembangan 

capaian kinerja pembangunan daerah pada Urusan 

Pemerintahan Bidang Statistik di Kabupaten Kepulauan 

Talaud pada Tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana tabel 

berikut: 

 

Tabel 2.3 

Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 
 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017 - 2019 

 

No. ASPEK/FOKUS/BIDANG 
URUSAN/INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH 

TAHUN 

2017 

TAHUN 

2018 

TAHUN 

2019 

1 2 3 4 5 

II ASPEK PELAYANAN UMUM    

B Urusan Pemerintahan 
Wajib Bukan Pelayanan 
Dasar 

   



 

 

1  Statistik    

1 Jumlah dokumen statistik 
Daerah yang tersedia (buku 
kajian Ekonomi) 

1 1 - 

2 Ada/tidaknya buku statistic 
tentang kab.Kepl.Talaud 

ada ada - 

3 Dokumen Statistik Daerah 
yang tersusun 

- - - 

     

     

     

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Jumlah dokumen kajian ekonomi yang tersedia pada tahun 

2017 - 2019 adalah sebanyak 2 (dua) dokumen yaitu: 
 

a. Buku Kajian Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud 

Tahun 2017 dan 2018; 
 

2. Dokumen Statistik daerah yang akan direncanakan oleh 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan 
Talaud pada tahun 2017-2019 terdapat 3 (tiga) dokumen, 

tapi belum dapat dilaksanakan karena tidak tersedia 

anggaran yaitu: 

a. Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) 

Kabupaten Kepulauan Talaud; 

b. Data Demografi, Ekonomi, Sosial dan Budaya Kabupaten 

Kepulauan Talaud; 

c. Data Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud. 

 

3. Urusan Persandian 
 

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang 

perlu diatur oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. 

Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah 

dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka 

 

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/ 

Kabupaten/ Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam 

lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan 

terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang 

persandiaan. 

 

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan 

persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan 

melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) 



 

 

yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, 

keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari 

layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga 

jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan 

persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu 

layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan 

kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari 

jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah 

rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan 

pengamanan informasi per bulannya. 

 

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola 

hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa 

pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya 

dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang 

menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis 

informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah 

perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam 

komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total 

perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, 

No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator 

tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi 

dan informatika dengan persandian di Kabupaten Kepulauan 

Talaud. 



 

 

 

 

Tabel 2.3 
 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kabupaten Kepulauan Talaud 

 

NO. 
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah 
Target Renstra Perangkat 

Daerah Tahun Ke- 

Realisasi Renstra 
Perangkat Daerah Tahun 

Ke- 

Rasio Capaian pada Tahun 
ke- (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(

6

) 

(7) (8) (9)  (10) (11) 

1 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik B B B B  B B 90  90 90 

2 
Persentase perangkat tentang Informasi Pemda 

yang Dipublikasikan (Jumlah OPD) 
32 32 32 1  28 1 3,12  87,5 3,12 

3 

Persentase Data Statistik Daerah yang di 

Publikasikan 

 

20 20 20 10  10 10 50  50 50 

4 
Persentase Penduduk yang mengunakan Telepon 

selular 
50 65 75 60  65 75 80  84,61 86,6 

5 
Persentase perangkat daerah yang Menggunakan 

Layanan Persandian 
0 0 0 0  0 0 0  0 0 



 

 

    
          

   Tabel 2.4      

 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikas, Informatika dan Statistik    

   Kabupaten Kepulauan Talaud     
          

  

Anggaran Pada Tahun 

 

Realisasi Anggaran Pada Tahun 

Rasio Antara Realisasi  

NO Uraian 
 Capaian pada Tahun  

        

  2017 2018 2019  2017 2018 2019 2017 2018 2019  

             

(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6) (7)  (8)  

             

1 

Program 

Pelayanan 
 

320,000,000 265,236,920 378,920,000 

 

319,550,000 261,970,902 373,096,341 99,85 98,76 98,46 

 

Administrasi 

Perkantoran 

  

            

             

 

Program 

Peningkatan 
Sarana Prasarana 

Aparatur 

5,000,000 15,000,000 44,110,000 

 

4,900,000 12,040,000 44,048,359 98 80,26 99,9 

 

 
  

            

             

3 

Program 
Pengembangan 
Informasi,Komuni
kasi dan Media 
Massa 275,000,000 850,000,000 314,340,000  275,000,000 773,058,488 314,314,814 100 90,94 99,99  



 

 

 
  

            

             

 

Program 

Pengembangan            

4 Data/Informasi/s 130,000,000 50,000,000 50,000,000  129,900,000 50,000,000 49,990,300 99,92 100 99,98  

 Statistik Daerah            
             

 Jumlah 730,000,00 

1,181,032,82

0 787,370,000  729,250,000 

1,097,069,39

0 785,449,841 93,2      93,5    99,75  

          

 

Total selama 2017 
– 2019                          2,698,402,820  2,611,769,231 

rata-
rata 96,78  

          



 

 

 
 

 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

 

2.4.1 Tantangan 

 

Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika adalah sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government; 
2. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten dan Perangkat 

daerah terintegrasi dan terupdate; 
 

3. Konten hoax yang beredar dimasyarakat; 
 

4. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan 

informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara 

untuk mengakses informasi publik); 
 

5. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan 

informasi; 
 

6. Jaminan keamanan sistem TIK; 
 

7. Belum tersedianya satu data yang terintegrasi; 
 

8. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang 

handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT 

(Analis, Aplikasi, Database, Pemograman dan Jaringan). 

 

2.4.2 Peluang 

 

Adapun peluang yang bisa memberikan peluang 

berkembangnya bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kabupaten Kepulauan Talaud dimasa depan antara lain: 

 

1. Kemajuan teknologi informasi; 
 

2. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh 

informasi; 
 

3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat; 



 

 

4. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar 

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan 

masyarakat (komunikasi); 

5. Media massa, elektronik dan online yang sangat berkembang 

baik milik pemerintah maupun swasta  

6. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan 

produktif; 

7. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara. 

 

  



 

 

 

BAB III 

 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 
Perangkat Daerah 

 

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat 

Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang 

signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. 

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila 

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau 

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang 

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kabupaten 

Kepulauan Talaud menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian, masih 

terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu : 

 

1. Komunikasi dan Informatika 

 Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik 

di lingkungan pemerintah ;

 Belum optimalnya penyebarluasan informasi citra positif 

pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;

 Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses 

informasi bagi masyarakat;

 Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum 

tersosialisasi dengan baik di masyarakat;

 Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam 

penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;

 Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi 

publik di badan publik lingkungan pemerintah ;

 Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi 

(TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
 

 Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan 

internet sehat;

 Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif 

berbasis online menuju e-comerce;



 

 

 Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan 

terwujudnya Smart City;

 Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan 

komunikasi dan informatika.



2. Statistik 

 Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;

 Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk 

perencanaan pembangunan daerah;

 Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data 

statistik pembangunan daerah;

 Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam 

pendataan dan statistik daerah.



3. Persandian 

 Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di 

lingkungan Pemerintah ;

 Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan 

persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib 

diamankan;

 Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian 

daerah dan informasi;

 Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan 

persandian daerah.











 

 

Gambar II.1 

Penjabaran Visi Misi Presiden Sumber: Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024 
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3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 

 

Pelaksanaan pembangunan memerlukan satu pandangan yang 

memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah 

untuk menentukan visi, misi dan arah pembangunan. Dalam 

pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud pada kondisi 

sekarang ini berada pada periode ke-4 tahun Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud 2005-2025 menetapkan visi yang merupakan cita-cita 

yang ingin dicapai yaitu: 

“KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG MAJU DAN BERDAYA 

SAING DIBERANDA DEPAN KAWASAN TIMUR BAGIAN UTARA 

INDONESIA” 

Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat di ukur untuk 

mengetahui tingkat daya saing Kabupaten Kepulauan Talaud dalam 

bidang kelautan- perikanan dan pertanian sebagai produk unggulan 

daerah diberanda depan Bagian Utara Indonesia yang ingin dicapai. Oleh 

karena itu, perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan 

kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung 

oleh segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat 

memberikan kontribusi pencapaiannya. 



 

 

Pernyataan Visi Kabupaten Kepulauan Talaud ini, yang 

mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat menuju pada 

kehidupan yang lebih baik di masa datang yang selaras dengan tujuan 

pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 

1945, memiliki beberapa pengertian pokok sebagai berikut: 

 Maju : Kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud pada 

tahun 2025 yang ditandai oleh terpenuhinya hak-hak dasar rakyat 

dibidang sosial, ekonomi, budaya, sipil dan politik; meningkatnya 

taraf hidup masyarakat; terciptanya suasana yang aman, nyaman, 

dan damai; Berkembangnya nilai-nilai luhur agama dan nilai-nilai 

keutamaan budaya sebagai landasan moral dan etik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antar masyarakat. 

  Berdaya Saing : mengandung arti bahwa kehidupan masyarakat 

Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2025 ditandai oleh 

terciptanya perekonomian daerah yang  bernilai  tambah tinggi  

berlandaskan pada sumber daya manusia yang sehat, cerdas, 

bermutu, terampil; sumber daya kelautan-perikanan, pariwisata dan 

pertanian yang dikelola secara efektif, efisien dan berkelanjutan; 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan secara produktif; 

infrastruktur yang mumpuni, terpadu, merata dan modern; serta 

tata kelola pemerintahan yang baik, andal dan profesional. 

A. Beranda Depan Kawasan Timur Bagian Utara Indonesia: secara harafiah 

menurut kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan (Balai Pustaka) kata beranda adalah 

ruang beratap yang terbuka (tidak berdinding dibagian atau depan 

rumah (biasa dipakai untuk tempat duduk-duduk makan angin dan 

sebagainya).Ada pun spirit dan komitmen penggunaan kata “Beranda 

Depan” dalam visi daerah ini ditujukan agar Kabupaten Kepulauan 

Talaud dengan letak Geografisnya (secara alamiah) dan juga karena 

batas administrasi dan territorial negara terletak paling depan sebagai 

wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

dengan negara-negara tetangga lain yaitu Republik Filipina,benar-

benar diwujudkan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia secara khusus oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten 

Kepulauan Talaud agar menjadi “BerandaDepan” NKRI yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Diharapkan dengan makna 

dan fungsi “Beranda Depan” NKRI benar-benar nyata dan signifikan 

sebagai salah satu kawasan terdepan secara terbuka dan bebas, 



 

 

damai dan sukacita yang dapat senantiasa menyatakan citra diri 

bangsa Indonesia yang sesungguhnya dimata masyarakat 

internasional dan sekaligus menjadi tempat bagi bangsa Indonesia 

menerima dan melayani kepentingan masyarakat internasional 

dikawasan timur bagian utara Indonesia. Dengan demikian kawasan 

Kabupaten Kepulauan Talaud senantiasa setiap saat dipoles, 

dibersihkan dan dijaga keindahan dan kenyamanannya sehingga 

senantiasa menjadi satu kawasan yang menarik dan menyenangkan 

bagi semua orang yang menghuni dan melewati kawasan ini. Pada sisi 

lainnya, motivasi dan komitmen tersebut, merupakan langkah konkret 

untuk memperbaharui komitmen dimana kawasan perbatasan NKRI 

selama ini kurang diperhatikan pembangunannya sehingga semua 

kawasan perbatasan selain kota BATAM menjadi kawasan yang 

tertinggal dan terisolasi . 

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan 

Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud harus mengacu pada visi misi dan 

program  Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu 

Visi Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut berpedoman pada Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional 

adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN 

MAKMUR. 

Pada tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan 

pesta demokrasi melalui pemilihan Kepala Daerah, dan tanggal 26 Februari 

2020 telah dilaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih 

periode 2020-2025. Dalam pesta demokrasi tersebut Bupati dan Wakil Bupati 

terpilih mempunyai visi dan misi untuk kepemimpinan lima tahun yang akan 

datang dan menjadi visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020-2025. 

 Visi yang akan tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan 

Talaud tahun 2020-2025 ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang 

menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan 

Talaud yang terdiri dari aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial 

kemasayarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga 

pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota 

masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita masa depan. 



 

 

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan 

strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. 

Misi disusun untuk mempe 

perwujudan visi.Visi dan misi yang digariskan untuk pengembangan 

Kabupaten Kepulauan Talaud selama lima tahun ke depan adalah : 

VISI  : “MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH DIBERKATI” 

Misi I : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bersih.  

    Bersih mengandung makna tidak kotor, tidak tercemar, 

tulus, ikhlas artinya pembangunan manusia dan masyarakat 

Kabupaten Kepulauan Talaud berlandaskan pada sifat yang tulus 

dan bebas dari hal-hal yang sifatnya mengotori makna 

pembangunan masyarakat itu sendiri. 

Pembangunan yang bersih berangkat dari motor penggerak 

yang bersih. Untuk itu birokrasi sebagai motor penggerak 

pembanggunan wajib dilakukan yang namanya; Reformasi 

Birokrasi. Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien dilakukan 

melalui : 

 1.1 Peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi aparatur 

sipil negara 

 1.2 Penempatan right man on the right job 

 1.3 Penataan perangkat daerah 

 1.4 Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dan 

perangkat desa. 

 1.5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, 

akuntable, transparan dan efektif, serta penyelenggaraan 

pelayanan publik yang berkualitas dan bebas korupsi. 

sisteme-planning, e-budgeting dan e-

procurementPembangunan Hotline yang bisa menjadi 

saluran aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan 

pembangunan yang pastisipatif menuju terwujudnya good 

governance dan clean government 

 

 



 

 

MISI II : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Elok.  

   Elok mengandung makna bagus, berbudi pekerti.artinya 

pemerintah daerah akan : 

 2.1 Melakukan penataan daerah secara akurat dan terpercaya 

dengan memperhatikan sisi keselarasan antara visi dan 

misi serta program unggulan yang bermanfaat bagi 

masyarakat Kabupaten kepulauan Talaud 

2.2 Sistem manajemen pemerintahan akan berfokus pada 

peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan 

kinerja yang berorientasi 

   pada hasil (outcome). sasaran dari sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah itu sendiri adalah : 

 2.2.1 Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga 

dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive 

terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; 

 2.2.2 Terwujudnya transparansi instansi pemerintah; 

 2.2.3 Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional; 

 2.2.4 Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. 

MISI III : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Ramah. 

  Ramah mengandung makna suatu perilaku dan sifat masyarakat 

yang akrab dengan pergaulan seperti suka senyum, sopan, 

hormat dalam berkomunikasi suka membantu tanpa pamrih 

yang dilakukan dengan ketulusan dan berprasangka baik 

terhadap orang lain yang sudah dikenal. Misi ini mengandung 

arti : 

3.1 Keterbukaan sistem informasi : 

  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Talaud dibangun diatas fondasi transparansi, akuntabilitas, 

efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan pembangunan 

ekonomi yang berdaya saing dengan memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia, baik sumber daya manusia yang berkualitas, 

sumber daya alam yang tersedia maupun kemampuan ilmu 



 

 

pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan 

sehingga mendorong dan menjamin iklim investasi yang kondusif 

dari aspek hukum dan keamanan guna mengembangkan 

kerjasama investasi regional, nasional, maupun internasional. 

 3.2 Kebijakan Pemerintah yang pro investor : 

 Seperti kemudahan administrasi, birokrasi satu atap, hingga 

peraturan ketenagakerjaan. 

 3.3 Meningkatkan pendapatan daerah per kapita.karena hal 

ini mencerminkan daya beli masyarakat. makin tinggi 

pendapatan per kapita, daya beli pun makin tinggi dan menarik 

untuk dijadikan tempat investasi. 

MISI IV : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud 

Berlandaskan Pada Kasih 

 Kasih mengandung makna, bukan hanya antara manusia 

dengan manusia, tetapi bisa juga antara Tuhan dengan 

manusia.dan dengan adanya rasa kasih tersebut membuat 

manusia mempunyai tujuan hidup yang akan diperjuangkan. Misi 

ini akan memperjuangkan nilai kemanusiaan dengan 

mengedepankan peningkatan sumber daya manusia itu sendiri 

dengan bertumpu pada prioritas; 

4.1 Pendidikan :Pada bidang pendidikan melalui : 

 4.1.1.  Pemberian beasiswa bagi seluruh masyarakat 

kabupaten kepulauan talaud yang tidak mampu mulai 

dari SD, SMP, SMA/SMK, S1, S2, sampai jenjang 

pendidikan S3 hingga ke luar negeri; 

  Pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna 

peningkatan mutu dan kualitas; 

 4.1.3 Memperhatikan dan memberikan tunjangan bagi para 

guru pengajar terlebih yang berada di pulau-pulau 

terluar; 

4.2 Kesehatan :Dibidang kesehatan melalui; 

 4.2.1 Pelayanan kesehatan yang gratis dan berkualitas dengan 

mengoptimalkan pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) 

atau BPJS; 



 

 

 4.2.2 Memperhatikan asupan gisi masyarakat terlebih para 

lansia; 

 4.2.3 Memberikan fasilitas kesehatan dari puskesmas hingga 

rumah sakit umum yang berkualitas; 

 4.2.4 Serta memperhatikan/memberi tunjangan bagi para 

tenaga kesehatan spesialis ataupun dengan 

meyekolahkan putra-putri daerah guna memiliki 

kemampuan spesialis dibidang kesehatan; 

4.3Perekonomian masyarakat, dibidang perekonomian 

masyarakat 

4.3.1 Pemberian modal usaha guna meningkatkan jiwa 

enterpreneurship bagi masyarakat; 

4.3.2 Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan 

memberikan bantuan berupa modal usaha disektor 

perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan 

perdagangan; 

4.4Infrastruktur 

 4.4.1 Perbaikan rumah masyarakat yang tidak layak huni, 

 4.4.2 Memperjuangkan program perumahan nelayan 

 4.4.3 Membangun sarana dan prasarana berupa jalan, 

jembatan. drainase, maupun talud penahan ombak, 

 4.4.4 Perpanjangan bandara Melonguane 

 4.4.5 Ketersediaan air bersih 

 4.4.6 Energi Listrik 

Akses komunikasi dan transportasi baik darat, laut, maupun 

udara 

4.4.8 Pembangun infrastruktur lainnya yang akan 

meningkatkan produktivitas dan pemerataan ekonomi 

demi menuju Kabaupaten Talaud yang lebih diberkati. 

MISI V : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kabupaten 

Kepulauan Talaud Yang Aman. 

   Aman mengandung arti terlindungi, bebas dari bahaya dan 

gangguan.Kabupaten Kepulauan Talaud secara geostrategis dan 

geopolitik memiliki peran penting bagi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.letaknya sebagai beranda depan NKRI memiliki potensi 

dan peluang untuk berkembang dengan baik, dibalik itu semua 



 

 

terdapat sejumlah isue yang mengganggu keamanan daerah 

perbatasan berupa ilegal fishing, ilegal traficing, terorisme, 

penyeludupan serta persoalan perbatasan lainnya. Langkah 

antisipatif melalui tata kelola masalah politik, keamanan dan 

ketertiban dengan baik melalui kebijakan : 

5.1 Membangun hubungan yang selaras dengan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Provinsi 

5.2 Membangun hubungan komunikatif dengan lembaga 

legislatif daerah 

5.3 Membanguan sinergitas Forum Koordiansi Pimpinan 

Daerah dan lembaga vertikal yang berada didaerah 

sehingga dengan memberikan rasa aman bagi warga 

masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud, disitulah kami 

sebagai pemerintah daerah hadir, disitulah negara hadir. 

MISI VI : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang 

Tangguh.  

  Tangguh mengandung makna; kuat, andal, sulit dikalahkan, 

mandiri dan totalitas dalam bertindak. Sebagai satu kesatuan 

dari NKRI, Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki tantangan 

untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara tangguh pada 

tahun 2045 dan menghadapi Revolusi Industri 4.0.Oleh karena 

itu, dibutuhkan sistem pemerintahan yang kuat dan 

tangguh.Pemerintah yang kuat dan tangguh bisa dibangun lewat 

dua fondasi yaitu anggaran dan kebijakan yangtepat.Pemerintah 

menstimulasi masyarakat untuk menciptakan keadilan lewat 

rancangan anggaran dan kebijakan.Efek dari implementasi dari 

aspek tersebut akan menciptakan keadilan di masyarakat 

Kabupaten Kepulauan Talaud. Meningkatkan produktivitas dan 

daya saing ekonomi daerah melalui tiga (3) strategi: 

6.1 Pengembangan potensi lokal melalui peningkatan 

ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah produk dan 

peningkatan akses pasar, baik secara tradisional maupun 

modern;  

6.2 Perluasan kesempatan kerja di Kabupten Kepulauan 

Talaud melalui pengembangan industri kreatif, pariwisata, 



 

 

berbasis kearifan lokal dan keindahan alam, serta 

penyiapan kawasan unggulan Minapolitan dan Agropilitan; 

6.3 Peningkatan infrastruktur yang mendukung peningkatan 

pertumbuhan wilayah dan menurunkan disparitas wilayah 

Dalam Program Unggulan untuk mewujudkan Visi Misi 

Kabupaten Kepulauan Talaud lima tahun ke depan. Keterkaitan 

tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Visi, 

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 

terfokus pada misi ke 6 yaitu “Mewujudkan Kabupaten 

Kepulauan Talaud Yang Bersih dan Mewujudkan Kabupaten 

Talaud Yang Tangguh “ 

 

Sedangkan untuk Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu : 

 

1. Program  satu daerah free Wifi untuk pembelanjaran online ; 
 

2. Melakukan tata kelola pemerintah berbasis e-Goverment, e-Planning, e-

Budgeting, e-Contract dan e-Monev,  e-Kinerja; 

3. Tersedianya layanan berkualitas bagi setiap warga masyarakat 

Kabupaten Kepulauan Talaud dalam memperoleh informasi publik 

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku; 
 

4. Tersedianya informasi publik oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah 

(PD) yang akurat secara terbuka, benar dan tidak menyesatkan. 

 

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi 
Sulawesi Utara 

 

3.3.1  Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan 
Informatika Tahun 2015 - 2019 

 

Rencana strategis (Renstra) Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 disusun 

dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan penjabaran 

dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil 



 

 

Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Renstra 

Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-

2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di 

bidang komunikasi dan informatika. 

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika 

lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya 

mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan 

energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, 

pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan 

daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata 

dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya 

manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi 

dan informatika, Kementerian Komunikasi dan 

Informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan 

berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola 

internet, digitalisasi penyiaran televisi, dan Government 

Public Relations (GPR). 

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 
2015-2019 

 

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk 

tahun 2015-2019, mengacu kepada visi pembangunan 

nasional tahun 2015-2019, yaitu 

 

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong -Royong“. 

 

Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 
2015-2019 

 

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi 

pembangunan nasional, yaitu : 

 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia 

sebagai negara kepulauan; 
 



 

 

2. Mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis 

berlandaskan negara hukum; 
 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim; 
 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 

sejahtera; 
 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan 
 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta 
 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

 

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika 
Tahun 2015 - 2019 

 

Sesuai dengan tugas Kementerian Komunikasi dan 

Informatika untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, 

maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika 

yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika 

sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan 

menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya 

yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional 

sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, 

penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan 

antar-wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan 

nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa. 

Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan 
Informatika Tahun 2015 - 2019 

 

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan 

informatika tahun 2015-2019 disusun dengan 4 fokus 

utama yaitu: 

A. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai 

pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di 

bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, 

infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah 

perbatasan. 



 

 

B. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai 

leading sektor dibidang telekomunikasi, internet, 

penyiaran dan komunikasi publik. 

C. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai 

regulator yang mengatur kebijakan di bidang 

telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi 

publik. 

D. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai 

bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus 

dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik 

yang prima. 

3.3.2  Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Sulawesi Utara  

V i s I  RPJMD Provinsi Sulawesi Utara : 

“Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dlm 

Ekonomi, Berdaulat Dalam Pemerintahan dan Politik, serta 

Berkepribadian dlm Budaya”. 

Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara : 

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor 

pertanian dan sumberdaya kemaritiman sebagai penjabaran 

provinsi kepulauan, serta mendorong sektor industri dan jasa. 

2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang 

berkepribadian dan berdaya saing. 

3. Mewujudkan Sulut sebagai destinasi investasi dan pariwisata 

yang berdaya saing. 

4. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tinggi 

maju dan mandiri. 

5. Memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan 

prinsip pembangunan berkelanjutan. 

6. Mewujudkan Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan 

timur. 

Mewujudkan Sulut yang berkepribadian melalui tata kelola 

pemerintahan yang baik.  



 

 

Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Sulawesi Utara 

1. Implementasi e-Government 

Implementasi e-Government yang mulai berkembang di Sulawesi 

Utara dalam  lima tahun terakhir dinilai oleh pihak pusat sebagai 

Provinsi yang berhasil dengan baik. Namun secara substantif 

masíh banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu 

didorong terus agar implementasi e-Government semakin 

mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup 

infrastruktur, konten, aplikasi dan sumber daya manusia. 

 

2. Comand Center 

Telah terbangunnya data center yang baik dan terintegrasi 

diharuskan mempunyai beberapa sarana penunjang yang dapat 

diintegrasikan antara peralatan satu dengan peralatan yang 

lainnya dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku. 

Manfaat data center sebagai upaya mendorong 

percepatanpelaksanaan e-government di Sulawesi Utara yang 

semakin berkembang, serta memberikan akses data dan 

informasi bagi aparatur dan masyarakat yang mudah, cepat, 

efektif dan efisien. 

 

3. Tuntutan Publik pada Keterbukaan Informasi dan Transparansi   

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan 

semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini 

masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan 

pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang 

relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.  

Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan 

besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu 

melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan 

publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

4.    Konsolidasi Distribusi Bandwith di lingkungan SKPD Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan di bidang TIK yang semakin 

maju, dan kebutuhan data dan informasi PD di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Utara memerlukan sarana prasarana yang lebih 



 

 

efisiensi dan dijamin keamanannya (security) guna melakukan 

penyimpanan yang aman dari segala gangguan dalam lalu lintas data.  
 

5.   Komunikasi Publik  

   Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya 

sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. 

Namun masyarakat kini adalah sumber (source), saluran 

(channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri. Hal ini 

kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang 

top-down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola 

komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi 

sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus 

dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, 

menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. 

 
 

6. Pengelolaan Data dan Statistik 

     Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas    

Komunikasi dan Informatika mendapat tambahan urusan                      

statistik dan persandian. Untuk bidang Pengelolaan Data             

Statistik merupakan bidang baru yang memiliki indicator            

meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya             

dan berkualitas. 

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi 

Utara 2014 - 2019 

 

1. Meningkatkan pemanfaataan TIK dalam layanan informasi publik 
 

2. Meningkatkan layanan dan pemanfaatan infrastruktur TIK 
 

3. Meningkatkan layanan data statistik 
 

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi 

Utara 

 

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi 

Utara tahun sebagai berikut : 

 

1. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan 

layanan informasi publik 
 

2. Meningkatnya manajemen TIK menuju SPBE 
 



 

 

3. Meningkatnya ketersediaan data statistik pembangunan provinsi yang 

dipublikasikan 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

3.4.1  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan 

Talaud ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud Nomor  1 tahun  2014 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 

2014-2034 .  

 

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud 

berdasarkan Sasaran Renstra Kajian Lingkungan yaitu 

belum meratanya penyebaran informasi kepada seluruh 

masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang terdiri dari 

19 kecamatan dan sebaran penduduknya hampir merata 

di Kecamatan pada dasarnya bisa sebagai sarana untuk 

Pengembangan Informasi dan Komunikasi. 

 

Pengembangan dan pengendalian jaringan 

telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan 

pada penggunaan menara bersama untuk mendukung 

efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang. Pengembangan 

jaringan telekomunikasi ini tersebar di seluruh kecamatan. 

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan 

prasarana telekomunikasi yang terpadu, adil dan merata di 

seluruh wilayah daerah dilaksanakan untuk mendukung 

terlaksananya Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pusat 

perdagangan dan jasa skala nasional yang 

mempertimbangkan keserasian fungsi pelayanan regional 

dan lokal. 

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip 



 

 

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang 

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS ini 

selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

dalam penyusunan perencanaan program pembangunan 

daerah, salah satunya dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

 

Penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri 

No. 7 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam 

Rancangan RPJMD . Dinas Komunikasi,Informatika dan 

Statistik memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu 

rekomendasi KLHS, yakni penguatan pelaksanaan dan 

pengawasan program-program ramah lingkungan yang 

telah direncanakan, salah satunya pengawasan 

pemanfaatan ruang terkait pengembangan infrastruktur 

telekomunikasi. 

 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 
 

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi 

di bidang komunikasi,informatika, dan statistik persandian 

di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal 

termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas 

Komunikasi,Informatika dan Statistik maka dapat 

disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah : 

 

1. Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Talaud(SPBE) ; 
 

2. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan 

untuk percepatan penyelenggaraan SPBE ; 

 

3. Belum Optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan 

SPBE dan terwujudnya Smart City ; 
 

4. Belum Optimalnya sistem integrasi data statistik 

sektoral daerah.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

 

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan 

yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam 

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang 

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja 

perangkat daerah secara keseluruhan. 

 

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan penjabaran 

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Oleh karena itu, 

perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi,Informatika dan 

Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud harus sejalan dengan 

pencapaian visi dan misi , sebagaimana tertuang dalam RPJMD . 

 

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan 

dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan 

strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan 

tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten 

Kepulauan Talaud tahun 2020-2025 adalah : 

TERCIPTANYA KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN 

PUBLIK PEMERINTAH MELALUI SISTEM PEMERINTAHAN 

BERBASIS ELEKTRONIK 

 

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat 

Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (OUTCOME) program 

Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin 

diwujudkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020-2024 adalah : 

 



 

 

1. TERWUJUDNYA LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI  PEMERINTAH YANG BERKUALITAS; 

2. TERCIPTANYA MASYARAKAT YANG RESPONSIF TERHADAP 

LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

PEMERINTAH; 

3. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT 

DAERAH YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN LANGSUNG KEPADA 

MASYARAKAT; 

4. TERWUJUDNYA AKURASI DATA STATISTIK DAN INFORMASI 

KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH YANG VALID DAN 

BERKUALITAS; 

Untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan sasaran jangka 

menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kabupaten Kepulauan Talaudtahun 2020-2024 dapat dilihat 

pada tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.1 (T-C.25) 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2020 - 2025 

 

            Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada  

              Tahun Ke-     

          Indikator             

 No   Tujuan   Sasaran   Tujuan             

          /Sasaran             

            2021  2022  2023   2024  2025  

                       

 1   2   3   4  5  6  7   8  9  

 

 

1. 

                   

 

TERCIPTANYA  

KEPUASAN 

MASYARAKAT 

ATAS 

PELAYANAN 

PUBLIK 

PEMERINTAH 

MELALUI 

IMPLEMENTASI 

SISTEM 

PEMERINTAHAN 

BERBASIS 

ELEKTRONIK  

TERWJUDNYA 

LAYANAN 

TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI  

PEMERINTAH YANG 

BERKUALITAS 

  

INDEKS SPBE 1,25  >2,25  >3,5   >4,5  <5  

  

 

TERCIPTANYA 

MASYARAKAT YANG 

RESPONSIF 

TERHADAP 

LAYANAN 

KOMUNIKASI DAN 

INFORMASI 

DAERAH 

PEMERINTAH   

% KONTEN 

KOMUNIKASI 

DAN INFORMASI 

PEMERINTAH 

DAERAH YANG 

MENDAPATKAN 

RESPON 

POSITIF DARI 

MASYARAKAT 

30 %  40%  50%   60%  70%  



 

 

 

MENINGKATKAN 

KUALITAS 

PELAYANAN PUBLIK 

PERANGKAT 

DAERAH YANG 

TERKAIT DENGAN 

PELAYANAN 

LANGSUNG KEPADA 

MASYARAKAT 
 
 
 

 

  

% PD YANG 

TERKAIT 

PELAYANAN 

PUBLIK 

DENGAN 

SARANA 

PRASARANA TIK 

DALAM 

KONDISI BAIK 

45%  50%  55%   60%  65%  

   

% KECAMATAN 

YANG KUALITAS 

PELAYANAN 

PUBLIKNYA 

BAIK DENGAN 

SARANA 

PRASARANA TIK 

DALAM 

KONDISI BAIK 

0%  15,79%  31,57%   47,36%  63,15  

 

 

TERWUJUDNYA 

AKURASI DATA 

STATISTIK DAN 

INFORMASI 

KINERJA 

PELAYANAN 

PEMERINTAH YANG 

VALID DAN 

BERKUALITAS 

  

% DATA 

STATISTIK 

DAN 

INFORMASI 

PEMERINTAH 

DAERAH YANG 

DAPAT 

DIMANFAATKA

N UNTUK 

PROGRAM 

PEMBANGUNA

N DAERAH 

 37,5  100  100   100  100  

 

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perumusan 

tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Kepulauan Talaud telah sejalan dengan Visi, Misi 

dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 

terfokus pada Visi yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kepulauan 

Talaud yang Di Berkati“ Misi 2 yaitu “Mewujudkan Kabupaten 

Talaud yang Elok” . 

 

  



 

 

PEMETAAN STRATEGI MENGGUNAKAN PENDEKATAN POHON KINERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CASCADING DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 

komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif 

dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon 

terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi 

rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut 

diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten 

Kepulauan Talaud dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap 

berada pada koridor yang ditetapkan. 

 

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah 

arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Sesuai Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, 

disebutkan bahwa : 

 

 Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai 

prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai 

sasaran.


 Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka 

kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan 

mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang 

dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 
 

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Kepulauan Talaud merupakan langkah-langkah dan arah yang akan 

diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi 

dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan 

awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025. 

 



 

 

Tabel 5.1 (T-C.26) 

Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan 

Dinas komunikasi dan informatika 

Visi  Menjadikan kabupaten kepulauan talaud yang diberkati 

Misi  Mewujudkan pemerintahan yang elok  

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 

Terciptanya  
kepuasan 
masyarakat atas 
pelayanan publik 
pemerintah melalui 
implementasi sistem 
pemerintahan 
berbasis elektronik 

Terwjudnya layanan 
teknologi informasi 
dan komunikasi  
pemerintah yang 
berkualitas 
 

Terbukanya akses 
jaringan layanan tik 
ke seluruh wilayah 
dan perangkat 
daerah 
 

Meningkatkan 
ketersediaan sarana 
dan prasarana serta 
fasilitas TIK yang 
berkualitas 
 

Meningkatkan 
kualitas pemerataan 
layanan jaringan 
teknologi informasi 
dan komunikasi di 
masyarakat 

Meningkatnya 

kualitas manajemen 
pengelolaan data 
teknologi informasi 
dan komunikasi 
pemerintah 

Meningkatkan 

kualitas SDM 
pengelola teknologi 
informasi dan 
komunikasi 
 

Meningkatkan 
kualitas dan 
kreativitas konten 
layanan TIK 
pemerintah  

Meningkatkan  
managemen 
keamanan informasi 

Meningkatkan 
hubungan 
komunikasi 
persandian perangkat 
daerah 

Meningkatkan 
kualitas dan 
kreativitas konten 
layanan TIK 
pemerintah  

Terciptanya 
masyarakat yang 
responsif terhadap 
layanan teknologi 
informasi dan 
komunikasi 
pemerintah daerah 

Meningkatkan 
kesadaran dan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
pemanfaatan layanan  
TIK 
 

Meningkatkan 
kemudahan 
masyarakat dalam 
meangkses layanan 
TIK pemerintah 

Meningkatkan daya 
tarik & kreativitas 
konten layanan TIK 
pemerintah 

Meningkatkan 
kualitas pelayanan 

publik perangkat 
daerah yang terkait 
dengan pelayanan 
langsung kepada 
masyarakat 

Meningkatkan 
kualitas sarana 

prasarana perangkat 
daerah  pelayanan 
publik yang terkait 
langsung dengan 
pelayanan kepada 
masyarakat 

Pembangunan dan 
peningkatan sarpras 

TIK  perangkat 
daerah 
 

 Meningkatkan 
kualitas sumber daya 

Peningkatan dan 
rehabilitasi sarpras 



 

 

manusia pengelola 
pelayanan publik 
yang terkait langsung 
dgn masyarakat 

TIK pelayanan publik 
perangkat daerah 

Terwujudnya akurasi 
data statistik dan 

informasi kinerja 
pelayanan 
pemerintah yang 
valid dan berkualitas 

Meningkatkan 
akurasi dan validitas 

data informasi 
kinerja pemerintah 
 

Terciptanya 
pengelolaan arsip 

pemerintah yang 
moderen dan 
berkualitas 
 

Terbangunnya 
integrasi data dan 
informasi kinerja 
pemerintah yang bisa 
diakses masyarakat 

Meningkatkan 
kualitas penyajian 
data dan informasi 
kinerja dan 
pelayanan 

pemerintah kepada 
masyarakat  

Meningkatkan 
kerjasama dan 
partisipasi media 
massa dan elektronik 
dalam 
mensosialisasikan 
kegiatan pemerintah 



 

 



 

 

BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai 

upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan 

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. 

 

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud yang akan dan harus 

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 

kegiatan : 
 

1). Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah 

2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

4). Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah 

5). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan 

Pemerintah Daerah 

6). Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan 

daerah 

7). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah  penunjang 

urusan pemerinthan daerah 

8). Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Gedung 

9). Kegiatan Pemeliharaan skala kecil/sedang/berat bangunan 

kantor 
 

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan 
kegiatan : 

 

1) Kegiatan Pengelolaan informasi dan komunikasi  public 

Pemerintah Daerah kabupaten 
 

3. Program Pengelolaan Aplikasi Imformatika, dengan kegiatan: 
 

1) Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah pusat dan sub domain  di lingkup pemerintah daerah 

kabupaten; 

2) Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten; 
 

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan kegiatan : 
 

1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral  di lingkup daerah 

kabupaten; 
 



 

 

5. Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, 

dengan kegiatan : 
 

1) Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan 

informasi pemerintah daerah kabupaten 

2). Penetapan pola hubungan komuikasi sandi antar perangkat 

daerah kabupaten 

3). Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan informasi dalam rangka 

Keterbukaan Informasi Publik 

 

6. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan kegiatan: 
 

1) Kegiatan Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery 

Center dan TIK 
 

2) Kegiatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra 

Pemerintah Daerah 
 

3) Kegiatan Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik 

Pemerintah Daerah 
 

4) Kegiatan Layanan website Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan 

Pemerintah Daerah 
 

5) Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City 
 

6) Kegiatan Penyelenggaraan Government Chief Information Office (GCIO) 
 

7) Kegiatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan Aplikasi Generik, 

Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi 
 

8) Kegiatan Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan 
 

7. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan kegiatan : 
 

1) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Desiminasi Data 

Statistik Daerah 
 

8. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, 

dengan kegiatan : 
 

1) Kegiatan Pengembangan Layanan Keamanan Informasi 



 

 

Tabel 6.1 (T-C.27) 

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaaan Dinas Komunikasi dan Informatika 
 

Kabupaten Kepulauan Talaud 
 

                                

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

             Unit  

                 

Data 

                           

Kerja PD 

 

                       

                     Penang 

       

Indikator Kinerja 

 capaian              

gung 

 

                

tahun 

   

Tahun – 1 

   

Tahun – 2 

   

Tahun - 3 

   

Tahun - 4 

    

Tahun - 5 

  

Kondisi Kinerja pada akhir 

   

 

Tujuan 

  

Sasaran 

  

Kode 

   

Program dan Kegiatan 

  

(outcome) dan 

                      

jawab 

 

            

awal 

   

( 2020 ) 

   

( 2021 ) 

   

( 2022 ) 

   

( 2023) 

    

( 2024 ) 

  

periode Renstra PD 

   

              

Kegiatan (output)  

                        

         

peren- 

              

                      

       canaan  

target 

  

Rp. 

  

target 

  

Rp. 

  

target 

  

Rp. 

  

target 

  

Rp. 

  

target 

  

Rp. 

  

target 

  

Rp. 

  

                                 

                     

(
1

) 

(
2

)  (3)  

(
4

) 

(
5

) 

(
6

) 

(
7

) 

(
8

) 

(
9

) 

(

1
0

) 

(

1
1

) 

(

1
2

) 

(

1
3

) 

(

1
4

) 

(

1
5

) 

(

1
6

) 

(

1
7

) 

(

1
8

) 

(

1
9

) 

                     

 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                     

                     

Mningkatkan tata 

kelola 
pemerintahan yang 

efektif,efesien dan 

akuntabel Meningkatnya      

Persentase 

             

Dinas 

Kominfo 

   

Akuntabilitas 

 

0 0 

  

Program Penunjang  

                                           

   

0 

   

Pelaksanaan 

                                    

 

    

    

Dinas 0 1 

  

Urusan pemerintahan 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

     

        

Penunjang urusan 

        

 

   

    

Kominfo  

 

0 

   

daerah 

                                        

         

Pemerintahan 
daerah 

                                          

  

 

                   

                     

           

Kegiatan 
Perencanaan,Pengangga
ran  Pelakasanaan                                          



 

 

           

Dan Evaluasi Kinerja  

 

Koordinasi dan  

 

0% 

 

100% 

 

24.513.500 

  

100% 

 

30.000.000 

  

100% 

 

40.000.000 

  

100% 

 

50.000.000 

  

100% 60.000.000 

  

100% 

    

                            

204.513.500 

    

           

Perangkat Daerah 

 

Sinkronisasi 

perencanaan 
perangkat daerah 

                                        

       

0 

              

                     

           
Sub Kegiatan 
Penyusunan Dokumen   

Dokumen 
perencanaan yang                            

 

            

           
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

 
Tersedia untuk 
koordinasi 

 

0% 

 

100% 

 

24.513.500 

  

100%i 

 

30.000.000 

  

100% 

 

40.000.000 

  

100%i 

 

50.000.000 

 

60.000.000 

  

100% 204.513.500 

    

                          

100% 

      

           

 

 

Dan sinkronisasinya 

                                        

                     

                     

Dinas 
                     

      

 

    
Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

                                          
Komunika

si 

      

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                          

         

 

               

Informatik

a        

 

    

 

                                        

                    

                     

      Sub Kegiatan Penyediaan                 

           Gaji dan Tunjangan ASN  

Terbayarnya Gaji 
dan Tunjangan ASN  100%  100%  2.457.706.890   100%  3.000.000.000   100%  3.100.000.000   100%  3.200.000.000   100% 3.300.000.000   100% 18.557.706.890     

                     

                     

     
 Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Penyusunan  

 Jumlah Laporan 
Keuangan bulanan 

              

           

Laporan Keuangan 
Bulanan/triwulanan/ 

  

- 

 

12 
laporan 

 

3.950.000 

  

19 
laporan 

 

30.000.000 

  

19 
laporan 

 

30.000.000 

  

19 

 

30.000.000 

  

19 
lapora

n 30.000.000 

  

88 
laporan 123.950.000 

    

            
triwulananSemestera
n, yang tersedia 

                    

      

Semesteran SKPD 

               

                     

                     

       
 

              

           

 

 

Kegiatan Administrasi  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

    

            

 

                    

      

Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

               

                        

                        



 

 

   

  

  Sub Kegiatan Pengadaan 
pakaian dinas beserta 
atribut kelengkapannya 

               

      

 

   Ketersediaan 
Pakaian Dinas dan 
kelengkapannya 

                                    

290.000.000 

    

      

  

  

 

 

0% 

 

100% 

 

30.000.000 

 

100% 

 

50.000.000 

 

100% 

 

60.000.000 

 

100% 

 

70.000.000 

 

100% 

 

80.000.000 

 

100% 

     

          

 

            

 

    

       

 

  

 

                                         

          

 

                                          

                     

                     

     Kegiatan   

 

              

           

Bimbingan Teknis  
Implementasi Paeraturan 
Perundang-undangan 

                            

 

      

 

    

            

Meningkatnua 
jumlah SDM bidang 
jaringan 
telekomunikasi,meni
ngkatnya SDM 
bidang media 
massa,bidang 
persandian;SDM 
pengolahan 
data;SDM pengelola 
aplikasi pemerintah 
daerah;SDM barang 
jasa,SDM 
kepegawaian;SDM 
perencan dan 
keuangan 

 

0% 

 

100% 

 

40.188.000 

  

100% 

 

100.000.000 

  

100%t 

 

125.000.000 

  

100% 

 

150.000.000 

 

175.000.000 

  

100% 

    

           

 

               

100% 

  

590.188.000 

    

            

 

                                      

                     

                     

           Persentase                                   Dinas 

     

  

  Kegiatan  dokumen                                   Komunikas 

    

 

  

Administrasi Umum  

 

perencanaan / 

                                  i dan 

    

  

   

100% 

 

100% 

 

50.000.000 

 

100% 

 

50.000.000 

 

100% 

 

50.000.000 

 

100% 

 

50.000.000 

 

100% 

 

50.000.000 

 

100% 

 

250.000.000 

  

Informatika        

Perangkat daerah 

 

laporan yang 

              

     

 

                                       

        

 

 

disusun tepat 

                                   

                                             

           waktu                                    

         Sub Kegiatan                                       

         Penyediaan Komponen  Jumlah komponen 

peralatan listrik dan 
terpasangnya 
instalasi listrik kantor 

 

15 jenis 
komponen 

 

30 
kompon

en 10.000.000 

  

40 
kompon

en 20.000.000 

  

50 
kompo

nen 30.000.000 

  

60 
kompon

en 40.000.000 

  

50 
kompon
en 50.000.000 

  

230 
kompone

n 150.000.000 

   

         

Instalasi Listrik/Penerang 

                

                                              

         an bangunan kantor                                      



 

 

     

  

  

Sub Kegiatan 

 Jenis alat tulis                                    

    

 

   

Kantor yang  

           

 

    

 

    

 

    

 

    

 

   

    

  

  

Penyediaan peralatan 

 
12 jenis 
barang 

 

15 jenis 

 

22.588.000 

 

20 jenis 

  

25 jenis 

  

30 jenis 

  

35 jenis 

  

125 jenis 

    

        

tersedia 

    

25.000.000 

  

30.000.000 

  

35.000.000 

  

40.000.000 

  

152.588.000 

   

     

 

   

Dan perlengkapan kantor 

                               

         

 

                                   

                                              

 
 

         Ketersediaan Makan                                    

  

 

     

Sub Kegiatan Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

 

Minum Tamu Acara 
Besar Daerah dan 
Tamu dari 
pusat/provinsi/daera
h lainnya 

250 orang 
tamu dan 
150 dos 
makan 
rapat 

 

300 
oramg 

tamu dan 
150 dos 
makanan 

rapat 

   

350 orang 
tamu dan 
200 dos 
makan 
rapat 

   

400 
orang 

tamu dan 
250 dos 
makan 
rapat 

   

400 orang 
tamu/und

angan 
dan 250 

dos 
makan 

rapat/kegi
atan 

   

400 
orang 
tamu 

undang
an dan 

250 
dos 

maana
n 

rapat/k
egiatan 

   

1850 tamu 
undangan 
dan 1.100 
dos 
makanan 
rapat / 
kegiatan 

 

221.5000.000 

   

 

 

         

31.500.000 

  

40.000.000 

  

50.000.000 

  

50.000.000 

  

50.000.000 

     

  

 

     

 

 
Dan Ketersediaan 
makan minum rapat 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

   

 

 

                           

  

 

     

 

 
Rutin juga kegiatan 
kantor 

                                   

                                            

                                               

         

Sub Kegiatan 

                                     

          

 

                                   

         

Penyediaan Barang 

                        

 

          

          

Jumlah dokumen 
yang digandakan 
dan  jumlah baliho 

yang dicetak 

 
10.000 
lembar 
dan 4 
buah 

baliho 

 
10000 
lembar 
dan 5 
buah 

baliho 7.997.200 

  
15000 
lembar 
dan 8 
buah 

baliho 10.000.000 

  
20000 
lembar 
dan 10 
buah 

baliho 15.000.000 

  
20000 
lembar 
dan 10 
buah 

baliho 15.000.000 

  

15.000.000 

  
85000 
lembar 
dan 43 
bauh 

baliho 62.997.200 

   

         Cetakan dan 
penggandaan 

           

20000 
lembar 

dan 10 
buah 
baliho 

     

          

 

                                 

         

 

                                    

          

 

                                   

                                              

         
Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan  

 

Melaksanakan Rapat 
koordinasi konsultasi                                    

          
SKPD baik keluar 
daerah dan dalam 
daerah 

                       

30 kali 

      

1.264.998.000 

   

         

Rapat-rapat Koordinasi 

  

12 kali 

 

15 kali 189.998.000 

  

20 kali 225.000.000 

  

25 kali 250.000.000 

  

30 kali 300.000.000 

  

300.000.000 

  

120 kali 

   

          

 

          

 

  

 

   

         

Dan Konsultasi SKPD 

                                 

          

 

                                   

                                              

         Kegiatan                                      



 

 

         Pengadaan Barang Milik   

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

   

         

 Daerah Penunjang 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

           

 

                    

         

Urusan Pemerintah 

 

 

                                 

                                             

         Daerah                                      

                                               

         Sub Kegiatan   
Kebutuhan Mebeler 

                                   

         

Pengadaan Mebel 

                                    

          

Yang terpenuhi 

                                   

         

 

 

20 jenis 
barang 

 

35 jenis 
barang 

 

74.952.600 

 

40 jenis 
barang 

 

80.000.000 

 

50 jenis 
barang 

 

150.000.000 

 

50 jenis 
barang  

 

150.000.000 

 

55 jenis 
barang 

 

200.000.000 

 

230 jenis 
barang 

 

654.952.600 

   

          

 

               

         

 

                                    

          

 

                                   

         

 

                                    

                                              

                                               

           

 

                                   

   

 

 

  

                                       

   

 

  

 

 

 

                                   

   

   

   

8 jenis 

 

10 jenis 

 

150.000.000 15 jenis 

   

15 jenis 

   

15 jenis 

   

15 jenis 

   

70 jenis 

 

 

   

     

Sub Kegiatan Peralatan 
dan Perlengkapan kantor 

 

Ketersediaan alat 
kantor dan 
kelengkapannnya 
(TV,Server,Genset, 

AC dan alat lainnya) 

   

250.000.000 

 

250.000.000 

 

250.000.000 

  

250.000.000 

    

   

 

 

 

                            

1,150.000.000 

  

         

 

                                 

   

 

                                          

                                              

         Sub Kegiatan                                       

         

Pengadaan Personal 
Komputer/Laptop  Jumlah            

150.000.000 

    

150.000.000 

    

150.000.000 

 

10 

 

150.000.000 

        

         

Dan Kelengkapannya 

 

Personal komputer 6 jenis 

  

10 jenis 150.000.000 

  

10 jenis 

  

10 jenis 

  

10 jenis 

    

50 jenis 750.000.000 

   

                       

jenis 

      

         

 

 

yang diadakan 

                                 

                                             

                                               

         Sub Kegiatan                                       

        

Belanja modal 
pengadaan                                      

         

Kendaraan dinas roda 

 Diadakannya 
kendaraan roda dua 

1 unit  5 unit  150.000.000 12 unit  350.000.000 12 unit  350.000.000 12 unit  350.000.000  12 unit 350.000.000 33 unit  1.550.000.000    



 

 

dua dan empat dan roda empat 

         

 

 

 

                        

 

  

                                           

                                               



 

 

        

Sub Kegitan Rehabilitasi 

                                    Dinas 

                                 

 

         Komunikas 

        

Sedang/berat 

   

 

 

 

   

 

   

 

   

 

      

 

   

informatika          

Melakukan rehab 
bangunan gedung 
kantor 

  

350.000.000 

          

1 
gedun
g 

      

        

Gedung kantor 

  

1 gedung 

 1 
gedung 

 1 
gedung 350.000.000 

 1 
gedung 350.000.000 

 1 
gedung 350.000.000 

  

350.000.000 

 

1 gedung 1.750.000.000 

 

                    

 

  

        

 

                                   

                                             

                                              

        Kegiatan Penyediaan  

 

                                   

        

Jasa penunjang 

                                    

         

  

 

 

 

  

   

 

   

 

   

 

   

 

     

        

Urusan pemerintahan 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

         

 

                          

        

Daerah 

                                    

                                             

                                              

        

Sub Kegiatan 

 Jumlah Meterai                                    

         

Yang tersedia 

                                   

        

Penyediaan jasa  

                                    

         

 0 

 
100 

lembar 

 

2.000.000 
150 

lembar 

   

150 lembar 

   

150 lembar 

   
150 

lembar 

   

700 lembar 

     

        

Surat menyurat 

    

2.500.000 

 

2.500.000 

 

2.500.000 

  

2.500.000 

 

12.000.000 

  

         

 

                          

        

 

                                    

         

 

                                   

                                             

                                              

          

 

                                   

        

Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Komunikasi,sumber 

 

3500 kwh 
dan 12 
bulan 

  

3500 

kwh dan 
12 

bulan 30.000.000 

 

3500 

kwh dan 
12 

bulan 

   

3500 

kwh 
dan 12 
bulan 

   

3500 
kwh dan 
12 bulan 

   
3500 
kwh 

dan 
12 

bulan 

   

3500 kwh 
dan 12 
bulan 

    

         

Pembayaran 
Rekening Listrik Dan 
rekening air PDAM 

   

30.000.000 

 

30.000.000 

 

30.000.000 

  

30.000.000 

 

150.000.000 

  

        

Daya air dan listrik 

                           

                                             

                                              

                                              

                                              



 

 

                                              

          Terbayrnya jasa  
perbaikan peralatan 
dan perlengkapan 
kantor 2 buah 

 

10 buah 

 

15.000.000 15 buah 

   

15 buah 

   

15 buah 

   

15 buah 

   

70 buah 

     

        

Sub kegiatan penyediaan 
jasa peralatan dan 
perlengkapan 

    

20.000.000 

 

20.000.000 

 

20.000.000 

  

20.000.000 

 

95.000.000 

  

                                    

                                              

                                              

                                              

                                              

        

Sub kegiatan penyediaan 
jasa pelayanan umum 
kantor  

Jumlah Tenaga 
Harian Lepas (THL) 
dan ketersediaan 

bahan pembersih 
juga tenaga 
kebersihan 6 THL  

6 THL 

dan 10 
jenis 

barang  

100.116.000 

8 THL 

dan 15 
jenis 

barang  

200.000.000 

8 THL dan 
15 jenis 
barang  

200.000.000 

8 THL dan 
15 jenis 
barang  

200.000.000 

 

8 THL dan 
15 jenis 
barang  

200.000.000 

8 THL dan 
15 jenis 
barang   

900.116.000 

  

        

 

                          

                                             

                                              

                                              

                                          

25.000.000.00 

   

        
Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                       

 

   

        

 

                                    

                                             

        

Sub kegiatan Penyediaan 
jasa pemeliharaan,biaya 
pemeliharaan dan pajak 
kendaraan perorangan 
dinas atau kendaraan 
dinas jabatan  

Melakukan 

pengisian BBM 

kendaraan dinas dan 

pemeliharaan 

kendaraan  3 unit   4 unit  14.773.090   5 unit  16.000.000   7 unit  20.000.000   8 unit  25.000.000   8 unit  25.000.000   8 unit  100.773.090    

                                              

  Meningkatnya  

2 0 

  

Program 

 

 

                                   

  

keterbukaan 2 

                                      

  

0 2 

  

Informasi dan Komunikasi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

informasi 

                   

   

  21 

   

Publik 

 

 

                                   

  

publik 
                                        



 

 

                                             

                                              

        Kegiatan                                       

        

Pengelolaan Informasi 
dan Komunikasi Publik   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

Pemerintah Daerah 

 

 

               

                                            

        Kabupaten                                      

                                              

  

 

       

 

                           Dinas 

       

Sub Kegiatan  

                            Komunikas 

  

 

 

  

   

 

                           

iinformatika   

 

  
Monitoring Opini dan 
Aspirasi Publik 

                            

  

   

  

1.  -Terlaksanya Dialog 
Opini Publik 

-Jumlah  kunjungan 
berita, konten 
website resmi pemda 
Kab. Kepl. Talaud 

-0 Dialog 

 

-200 
Orang/Kun

jungan 

 

-0 Dialog 

 

-200 
Orang/Ku
njungan 

 

50.000.000 

 

-0 Dialog 

 

-200 
Orang/Ku
njungan 

 

100.000.000 

 

-0 Dialog 

 

-500 
Orang/Kun

jungan 

 

150.000.000 

 -1 Dialog 

 

-800 
Orang/
Kunjung
an 

 

150.000.000 

 

-2  Dialog 

 

-1000 
Orang/Ku

njungan 

 

150.000.000 

 

-3  Dialog 

 

-2000 
Orang/Kun

jungan 

 

600.000.000 

  

      

 

               

  

 

 

 

    

 

                            

      

 

                             

  

 

      

 

                            

                                     

                                       

        

Sub Kegiatan Monitoring 

                              

         

 

                            

        

Informasi dan penetapan 
agenda prioritas 
komunikasi pemerintah 
daerah 

                             

         

Penyediaan 
Informasi 
pemberitaan Website 
PEMDA dan 
teritegrasinya 
layanan data 
perangkat daerah 

19 
kec;199 

PD 

 

19 kec 
dan 199 
pd 

 

119.945.000 

 

19 kec 
dan 199 
PD 

 

350.000.000 

 

19 kec dan 
199 pd 

 

350.000.000 

 

19 kec 
dan 199 

pd 

 

350.000.000 

 

19 kec 
dan 199 

pd 

 

350.000.000 

 

19 kec 
dan 199 

pd 

 

1.519.945.000 

   

        

 

                

                                      

         

 

                            

        

Sub kegiatan 
penyelenggaraan 
hubungan masyarakat 
,media dan kemitraan 
komunitas 

                             

         

Terbentuknya 
kelompok informasi 
masyarakat (KIM) 
dan terjalin 

 

     -  

19 kec 

dan 2 

media  20.000.000  

19 kec 

dan 2 

media  50.000.000  

19 kec 

dan 2 

media  100.000.000  

19 kec 

dan 3 

media  150.000.000  

19 kec 

dan 3 

media  150.000.000  

19 kec 

dan 

3media  200.000.000    



 

 

          

hubungan dengan 
massmedia                             

        

 

 

                               

 

        

Program Aplikasi 

Informatika                               

 

                                       

        

Kegiatan 

Pengelolaan Nama 

Domain yang telah 

ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat 

dan Sub Domain di 

Lingkup Pemerintah 

Daerah Kabupaten                               

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pengembang

an aplikasi 

pemerintaha

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatk

an layanan 

komunikasi 

dan 

informasi 

      

Sub Kegiatan  

Penatalaksanaan 

dan Pengawasan 

Nama Domain dan 

Sub domain dalam 

penyelenggaraan  

pemerintahan 

daerah kabupaten 

 

 

 

 

Sub kegiatan 

Penyelenggaraan 

system jaringan 

intra pemerintah 

daerah 

 

 

  

Jumlah Pegawai 

pengelola 

domain  dan sub 

domain 

pemerintah 

daerah yang 

tertata dan 

pelatihan 

penggunaan 

domain dan 

website OPD 

 

Melaksanakan 

pembuatan dan 

perbaikan 

jaringan system  

intra OPD dan 

tersedianya 

Infrastruktur 

jaringan intra 

pemerintah 

daerah 

 

 

49 

orang;49 

alamat;4

9 website 

60 web 

 

 

 

 

 

 

 

    - 

 

 

  

      - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

OPD; I 

unit 

  

68.256.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.599.534 

 

  

60 

orang; 

60 

alamat;

60 web 

 

 

 

 

 

 

 

49 

OPD; 2 

unit 

 

  

200.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.000.000 

 

  

60  

orang;60 

alamat;6

0 web 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 OPD 

 

 

  

200.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.000.000 

 

  

60 

orang;60 

alamat 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 OPD 

 

 

 

  

200.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.000.000 

 

  

60 

orang; 

60 

alamat 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 OPD 

 

 

  

200.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.000.000 

 

  

60 

orang;60 

alamat;6

0 web 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 opd 

dan 2 

unit 

 

  

868.256.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

849.599.534 

 

    



 

 

 

Peningkatan 

Infrastruktur 

Kewilayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Pengelolaan e-

government di 

lingkup pemerintah 

daerah kabupaten 

 

Sub Kegiatan 

Sinkronisasi 

Pengelolaan 

Rencana Induk dan 

angaran 

Pemerintahan 

berbasis elektronik 

 

Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Sistem Komunikasi 

Intra Pemerintah 

Daerah 

 

 

 

 

Sub Kegiatan 

Pengembangan 

aplikasi dan proses 

bisnispemerintahan 

berbasis elektronik 

 

 

Sub kegiatan 

penyelenggaraan 

system penghubung 

layanan pemerintah 

 

 

 

 

 

 

Terlaksananya 

Integrasi  system 

perencanaan  

dan 

penggangaran 

pemerintah 

Daerah 

 

Tersedianya 

areal net word 

Pemda dan 

tersedianya 

Bandwicc 

jaringan internet 

Pemda 

 

 

Jumlah 

perangkat 

daerah sasaran 

penerapan 

aplikasi dan 

proses bisnis 

 

Terselenggarany

a system 

penghubung 

layanan 

pemerintah 

 

 

Melaksanakan 

Sosialisasi  kota 

cerdas bagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - 

 

 

 

 

 

 

     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 % 

 

 

 

 

 

 

 

3 bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.064.000 

 

 

 

 

 

 

 

477.289.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

2.500.000.00

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

1 unit 1 

tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

2.500.000.00

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

1 unit 1 

tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

2.500.000.00

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

1 unit 1 

tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

2.500.000.00

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

1 unit 1 

tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

582.064.000 

 

 

 

 

 

 

 

2.500.000.000 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Kegiatan 

Pengembangan dan 

pengelolaan  

Ekosistem  

kabupaten cerdas 

dan kota cerdas 

 

Sub Kegiatan 

Pengelolaan 

Government Cjief 

Information Officer 

(GCIO) 

 

Program 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

 

Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral di 

Lingkup Daerah 

Kabupaten 

 

Sub Kegiatan 

Koordinasi dan 

sinkronisasi  

pengumpulan 

,pengolahan,analisis 

dan diseminasi data 

statistik sektoral 

 

Sub Kegiatan 

Pengembangan 

Infrastruktur 

 

 

siswa 

 

 

 

Terbentuknya 

Tim GCIO dan 

Bimtek pejabat 

pengelola 

informasi OPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melaksanakan 

koordinasi dan 

sinkronisasi data 

statistik sektoral 

 

 

 

 

Tersedianya data 

center,Media 

center, dan 

ruang server 

 

 

 

    - 

 

 

 

 

 

 

    - 

 

 

 

 

 

 

    - 

 

 

 

 

 

 

  - 

 

 

 

 

 

 

49 pd 

  

 

 

 

 

 

1 s

i

s

t

e

m 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    99.989.000 

 

 

 

 

 

 

     30.000.000 

 

 

 

 

 

 

30.000.000 

 

 

 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 

199 pd 

 

 

 

 

 

 

1 

sistem 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000.000 

 

 

 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 

 

 

40.000.000 

 

 

 

 

 

 

200.000.000 

 

 

 

 

 

199 pd 

 

 

 

 

 

 

1 sistem 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

300.000.000 

 

 

 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 

 

 

70.000.000 

 

 

 

 

 

 

250.000.000 

 

 

 

 

199 pd 

 

 

 

 

 

 

1 sistem 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000.000 

 

 

 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 

 

 

300.000.000 

 

 

 

 

 

199 pd 

 

 

 

 

 

 

1 sistem 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

300.000.000 

 

 

 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 

 

 

 300.000.000 

 

 

 

 

199 pd 

 

 

 

 

 

 

1 sistem 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

    300.000.000 

 

 

 

 

 

 

   100.000.000 

 

 

 

 

 

 

    340.000.000 

 

 

 

 

 

 

1.150.000.000 

 

 

 



 

 

 Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Otorisasi Statistik 

Sektoral di Daerah 

 

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

pengamanan 

Informasi 

 

Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Persandian untuk 

pengamanan 

informasi 

pemerintah daerah 

 

Sub Kegiatan 

Pelaksanaan 

keamanan informasi 

pemerintahan 

daerah kabupaten 

berbasis elektronik 

dan non elektronik 

 

Sub Kegiatan 

Penyediaan layanan 

keamanan informasi 

pemerintah daerah 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penetapan 

Pola Hubungan 

Ketersediaan 

Dokumen Data 

Statitik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengamanan 

informasi 

pemrintah 

daerah 

 

 

 

 

Ketersediaan 

layanan 

keamanan 

informasi 

pemerintah 

daerah dan 

koordinasikan 

ke pusat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - 

 

 

 

 

 

 

 

    - 

 

 

 

 

    - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 opd 

 

 

 

 

 

 

 

1 unit 

 

 

 

 

 1 

Dokum

en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.342.000 

 

 

 

 

 

 

 

249.999.602 

 

 

 

 

   49.970.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 opd 

dan 19 

kec 

 

 

 

 

 

2 unit 

 

 

 

 

27 opd 

dan 1 

dokum

en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

250.000.000 

 

 

 

 

150.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 opd  

dan 19 

kec 

 

 

 

 

 

3 unit 

 

 

 

 

27 opd 

dan 1 

dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

300.000.000 

 

 

 

 

  

150.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 opd 

dan 19 

kec 

 

 

 

 

 

3 unit 

 

 

 

 

27 opd 

dan 1 

dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

300.000.000 

 

 

 

 

 150.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 opd 

dan 19 

kec 

 

 

 

 

 

3 unit 

 

 

 

 

27 opd 

dan 1 

dokume

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

300.000.000 

 

 

 

 

150.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 opd 

dan 19 

kec 

 

 

 

 

 

3 unit 

 

 

 

 

27 opd 

dan 1 

dokume

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   633.342.000 

 

 

 

 

 

 

 

1.399.999.602 

 

 

 

 

  649.970.000 

 

 



 

 

Komunikasi Sandi 

antar Perangkat 

Daerah Kabupaten 

 

Sub Kegiatan 

Operasionalisasi 

Jaring Komunikasi 

Sandi Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

 

 

 

/provinsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terlaksananya 

operasionalisasi 

jarring 

komunikasi 

sandi 

pemerintah 

daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - 

 

 

 

 

 

 

 

   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 1 unit 

perang

kat 

sandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

  50.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

1 unit 

perang

kat dan 

kelengk

apanny

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

1 unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

150.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

1 unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

200.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

1 unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

250.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

1 unit 

perangk

at sandi 

dan 

kelengk

apannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  425.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 750.000.000 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

2 u

n

i

t

 

1

 

t

a

h

u

n 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 200.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  620.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEMETAAN KEBUTUHAN PROGRAM, BISNIS PROSES DAN CROSSCUTTING PROGRAM 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 
 

NO  TUJUAN  
INDIKATOR 

TUJUAN  
SASARAN STRATEGIS  STRATEGI  ARAH KEBIJAKAN  INDIKATOR SASARAN  

PROGRAM 
PEMBANGUNAN 

DAERAH  
BIDANG URUSAN  

PERANGKAT 
DAERAH  

1 TERCIPTANYA  KEPUASAN 
MASYARAKAT ATAS 
PELAYANAN PUBLIK 
PEMERINTAH MELALUI 
IMPLEMENTASI SISTEM 
PEMERINTAHAN 
BERBASIS ELEKTRONIK  
 

INDEKS SPBE  TERWUJUDNYA LAYANAN 
TEKNOLOGI INFORMASI 
DAN KOMUNIKASI  
PEMERINTAH YANG 
BERKUALITAS 

TERBUKANYA AKSES 
JARINGAN LAYANAN TIK 
KE SELURUH WILAYAH 
PERANGKAT DAERAH 

MENINGKATKAN 
KETERSEDIAAN SARANA 
DAN PRASARANA 
SERTA FASILITAS TIK 
YANG BERKUALITAS                                                      

INDEKS SPBE PROGRAM 
PENGELOLAAN APLIKASI 
INFORMATIKA 

BIDANG 
PENYELENGGARAAN 
E  
GOVERNMENT 

DINAS 
KOMUNIKASI, 
INFORMATIKA 
STATISITIK DAN 
PERSANDIAN  

MENINGKATKAN 
KUALITAS 
PEMERATAAN 
LAYANAN JARINGAN 
TEKNOLOGI INFORMASI 
DAN KOMUNIKASI DI 
MASYARAKAT 

INDEKS PELAYANAN 
PUBLIK 

MENINGKATNYA 
KUALITAS MANAJEMEN 
PENGELOLAAN DATA 
TEKNOLOGI INFORMASI 
DAN KOMUNIKASI 
PEMERINTAH                         

MENINGKATKAN 
KUALITAS SDM 
PENGELOLA 
TEKNOLOGI INFORMASI 
DAN KOMUNIKASI                     

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PERSANDIAN UNTUK 
PENGAMANAN 
INFORMASI 

MENINGKATKAN 
KUALITAS DAN 
KREATIVITAS KONTEN 
LAYANAN TIK 
PEMERINTAH  

MENINGKATKAN  
MANAGEMEN 
KEAMANAN INFORMASI 

MENINGKATKAN 
HUBUNGAN 
KOMUNIKASI 
PERSANDIAN 
PERANGKAT DAERAH               

MENINGKATKAN 
KUALITAS DAN 
KREATIVITAS KONTEN 
LAYANAN TIK 
PEMERINTAH                     

PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 

INDIKATOR 

SASARAN 



 

 

TERCIPTANYA 
PENGELOLAAN 
LAYANAN ARSIP YANG 
MODERN DAN  
BERKUALITAS  

MENINGKATKAN 
KUALITAS SDM 
PENGELOLA ARSIP 

PROGRAM PERIJINAN 
PENGGUNAAN ARSIP 

BIDANG KEARSIPAN DINAS 
PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN 

MENINGKATKAN 
KUALITAS SARANA 
PRASARANA DAN 
KONTEN LAYANAN 
ARSIP DALAM KONDISI 
BAIK 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN DAN 
PENYELAMATAN ARSIP  

  

MENINGKATKAN 
KUALITAS 
PEMELIHARAAN DAN 
PERAWATAN ARSIP 
MASA LALU YANG 
BERNILAI SEJARAH 

PROGRAM 
PENGELOLAAN ARSIP 

  

TERCIPTANYA 
MASYARAKAT YANG 
RESPONSIF TERHADAP 
LAYANAN TEKNOLOGI 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PEMERINTAH                                                                    

MENINGKATKAN MINAT 
MASYARAKAT UNTUK 
BERKUNJUNG KE 
GEDUNG 
PERPUSTAKAAN E-
LIBRARY 

MENINGKATKAN 
KREATIVITAS DAN DAYA 
TARIK LAYANAN 
GEDUNG 
PERPUSTAKAAN DAN E-
LIBRARY 

% KONTEN 
LAYANAN 
PEMERINTAHN 
YANG 
MENDAPATKAN 
RESPON POSITIF 
DARI 
MASYARAKAT 

PROGRAM 
MENINGKATNYA MUTU 
PENGELOLAAN 
PERPUSTAKAAN  

PERPUSTAKAAN  

MENINGKATKAN 
KESADARAN DAN 
PARTISIPASI 
MASYARAKAT DALAM 
PEMANFAATAN 
LAYANAN  TIK 

MENINGKATKAN 
KEMUDAHAN 
MASYARAKAT DALAM 
MEANGKSES LAYANAN 
TIK PEMERINTAH   

PROGRAM 
PENGELOLAAN APLIKASI 
INFORMATIKA 

BIDANG 
PENGELOLAAN  
INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI 
PUBLIK 

DINAS 
KOMUNIKASI, 
INFORMATIKA 
STATISITIK DAN 
PERSANDIAN  

MENINGKATKAN DAYA 
TARIK & KREATIVITAS 
KONTEN LAYANAN TIK 
PEMERINTAH                           

PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 

MENINGKATKAN KUALITAS 
PELAYANAN PUBLIK 
PERANGKAT DAERAH 
YANG TERKAIT DENGAN 
PELAYANAN LANGSUNG 
KEPADA MASYARAKAT                                                                                                       

MENINGKATKAN 
KUALITAS SARANA 
PRASARANA 
PERANGKAT DAERAH  
PELAYANAN PUBLIK 
YANG TERKAIT 
LANGSUNG DENGAN 
PELAYANAN KEPADA 
MASYARAKAT                                                                                  

PEMBANGUNAN DAN 
PENINGKATAN 
SARPRAS TIK  
PERANGKAT DAERAH                                            

  % PD LAYANAN 
YANG TERKAIT 
PELAYANAN 
LANGSUNG 
KEPADA 
MASYARAKAT 
YANG  KUALITAS 
LAYANAN 
PUBLIKNYA BAIK                                 

PROGRAM 
PENGELOLAAN APLIKASI 
INFORMATIKA 

KOMUNIKASI, 
INFORMATIKA 
STATISITIK DAN 
PERSANDIAN  

DINAS 
KOMUNIKASI, 
INFORMATIKA 
STATISITIK DAN 
PERSANDIAN  



 

 

MENINGKATKAN 
KUALITAS SUMBER 
DAYA MANUSIA 
PENGELOLA 
PELAYANAN PUBLIK 
YANG TERKAIT 
LANGSUNG DGN 
MASYARAKAT                                                                          

PENINGKATAN DAN 
REHABILITASI SARPRAS 
TIK PELAYANAN PUBLIK 
PERANGKAT DAERAH                                             

% KECAMATAN 
YANG KUALITAS 
PELAYANAN 
PUBLIKNYA BAIK 

PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 

TERWUJUDNYA AKURASI 
DATA STATISTIK DAN   
INFORMASI  KINERJA 
PELAYANAN YANG VALID 
DAN BERKUALITAS    

MENINGKATKAN 
AKURASI DAN 
VALIDITAS DATA 
INFORMASI KINERJA 
PEMERINTAH 

TERCIPTANYA 
PENGELOLAAN ARSIP 
PEMERINTAH YANG 
MODEREN DAN 
BERKUALITAS                                                                 

%DATA 
STATISTIK DAN 
INFORMASI 
PEMERINTAH 
DAERAH YANG 
DAPAT 
DIMANFAATKAN 
UNTUK 
PROGRAM 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI PUBLIK 

BIDANG STATISTIK 
DAN 
PERSANDIAN 

TERBANGUNNYA 
INTEGRASI DATA DAN 
INFORMASI KINERJA 
PEMERINTAH YANG 
BISA DIAKSES 
MASYARAKAT 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
STATISTIK SEKTORAL 

MENINGKATKAN 
KUALITAS PENYAJIAN 
DATA DAN INFORMASI 
KINERJA DAN 
PELAYANAN 
PEMERINTAH KEPADA 
MASYARAKAT                                                     

MENINGKATKAN 
KERJASAMA DAN 
PARTISIPASI MEDIA 
MASSA DAN 
ELEKTRONIK DALAM 
MENSOSIALISASIKAN 
KEGIATAN 
PEMERINTAH                                                     

PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI PUBLIK 

MENINGKATKAN 
KUALITAS KINERJA 
PELAYANAN FUNGSI-
FUNGSI 
KESEKRETARIATAN 
DEWAN                                          

MENINGKATKAN 
KUALITAS 
MANAJEMEN 
KEMITRAAN 
KESEKRETARIATAN 
DEWAN DAN 
ANGGOTA DPRD 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAH 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT 
DPRD 



 

 

 

BAB VII 
 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud 

adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur 

capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah 

alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting 

baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. 

Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian 

kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan 

daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan 

dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah 

dirumuskan dalam dokumen perencanaan. 

 

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator 

kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan 

dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten 

Kepulauan Talaud dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen 

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target 

indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Kepulauan Talaud yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian 

kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam 

pelaporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kabupaten Kepulauan Talaud selama lima tahun, sehingga perlu 

dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik. 

 

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2020-2025 dalam Tabel 7.1 

sebagai berikut: 



 

 

 

                                Tabel 7.1 (T-C.28)   
                           Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang          

                          Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD   
                              2020-2025 

 

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN KETERANGAN 
 

PENANGGUNGJAWAB 
 

1 TERCIPTANYA 
KEPUASAN 
MASYARAKAT ATAS 
PELAYANAN PUBLIK 
PEMERINTAH 
MELALUI 

IMPLEMENTASI 
SISTEM 
PEMERINTAHAN 
BERBASIS 
ELEKTRONIK 

INDEKS SPBE TERWUJUDNYA LAYANAN 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI  PEMERINTAH 
YANG BERKUALITAS 

 

INDEKS SPBE 
 

PERHITUNGAN SESUAI DENGAN 
HASIL EVALUASI KEMENTERIAN 
PAN & RB 

BIDANG 
PENYELENGGARAAN E 
GOVERNMENT 

TERCIPTANYA MASYARAKAT 
YANG RESPONSIF TERHADAP 
LAYANAN TEKNOLOGI 
INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
PEMERINTAH 

PERSENTASE KONTEN LAYANAN 
PEMERINTAHAN YANG 
MENDAPATKAN RESPON POSITIF 
DARI MASYARAKAT 

JUMLAH KONTEN KOMUNIKASI DAN 
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH 
YANG MENDAPATKAN RESPON 
POSITIF DARI MASYARAKAT DIBAGI 
TOTAL JUMLAH KONTEN 
KOMUNIKASI DAN INFORMASI 
PEMERINTAH DAERAH KALI 
SERATUS 

BIDANG PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 

INDEKS PELAYANAN 
PUBLIK 

MENINGKATKAN KUALITAS 
PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT 
YANG TERKAIT DENGAN 
PELAYANAN LANGSUNG KEPADA 
MASYARAKAT  

 

PERSENTASE PD YANG TERKAIT 
PELAYANAN PUBLIK DENGAN 
SARANA PRASARANA TIK DALAM 
KONDISI BAIK 

JUMLAH PERANGKAT DAERAH 
YANG TERKAIT PELAYANAN PUBLIK 
DENGAN SARANA PRASARANA TIK 
DALAM KONDISI BAIK DIBAGI 
TOTAL JUMLAH PERANGKAT 
DAERAH KALI SERATUS 

 

BIDANG 
PENYELENGGARA E 
GOVERMENT 

PERSENTASE KECAMATAN YANG 
KUALITAS PELAYANAN PUBLIKNYA 
BAIK DENGAN SARANA DAN 
PRASARANA TIK DALAM KONDISI 
BAIK 

JUMLAH KECAMATAN YANG 
KUALITAS PELAYANAN PUBLIKNYA 
BAIK DENGAN SARANA DAN 
PRASARANA TIK DALAM KONDISI 
BAIK DIBAGI TOTAL JUMLAH 
KECAMATAN KALI SERATUS 

 



 

 

 

TERWUJUDNYA AKURASI DATA 
STATISTIK DAN INFORMASI 
KINERJA PERLAYANAN YANG 
VALID DAN BERKUALITAS 

PERSENTASE DATA STATISTIK DAN 
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH 
YANG DAPAT DIMANFAATKAN 
UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

JUMLAH  DATA STATISTIK DAN 
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH 
YANG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK 
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 
DIBAGI TOTAL  DATA STATISTIK DAN 
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH  DI 
KALI SERATUS 

BIDANG STATISTIK DAN 
PERSANDIAN 



 

 

BAB VIII 
 

PENUTUP 

 

 

Rancangan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 yang telah 

tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik 

pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan 

sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. 

Namun meskipun demikian, Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud menyadari masih 

terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh 

karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang 

dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung 

pencapainan Visi Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025, 

yaitu: “Menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud Lebih Diberkati” 

dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu. 

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan 

program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh 

elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam 

fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Demikian Rancangan Renstra Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik  Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 

2020-2025 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat 

memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan 

Talaud 2020-2025. 

 

Melonguane,                          2021 
 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KAB. KEPL. TALAUD 

  
 

 

                                                        DR.IMELDA TINGGINEHE,SPT.M.SI  
 PEMBINA, IV/A 
 NIP. 197903062007012 


